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ABSTRAK 
L. Niken Rosari, E0006020. 2010. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP 
PASIEN SEBAGAI  KONSUMEN JASA DI BIDANG PELAYANAN 
MEDIS BERDASARKAN KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM 
PERDATA. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui substansi materi mengenai 
perlindungan hukum terhadap pasien sebagai konsumen jasa di bidang pelayanan 
medis yang diatur dalam KUHPerdata serta bentuk perlindungan terhadap pasien 
sebagai konsumen jasa di bidang pelayanan medis. 
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative atau doktrinal bersifat 
diskriptif, mengkaji perlindungan pasien sebagai konsumen dalam bidang 
pelayanan medis serta bentuk perlindungannya berdasarkan KUHPerdata..Sumber 
penelitian sekunder yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum 
sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan sumber penelitian yang 
digunakan yaitu studi kepustakaan dan rujukan internet. Analisis penelitian yang 
digunakan silogisme induktif yaitu dengan menarik kesimpulan dari kasus- kasus 
individual nyata untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Tahap terakhir 
adalah menarik kesimpulan dari sumber penelitianyang diolah, sehingga pada 
akhirnya dapat diketahui mengenai perlindungan pasien sebagai konsumen jasa 
medis yang diatur dalam KUHPerdata serta bentuk perlindungan terhadap pasien 
konsumen jasa medis. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam dunia 
medis yang semakin berkembang, petugas atau tenaga medis (terutama dokter) 
sangat penting dalam menunjang kesehatan dari masyarakat dan diharapkan 
mampu memahami konsumennya secara keseluruhan. Tenaga/petugas medis yang 
diberikan kepercayaan penuh oleh pasien, haruslah memperhatikan baik buruknya 
tindakan dan selalu berhati-hati di dalam melaksanakan tindakan medis. Dari 
tindakan medis tersebut tidak menutup kemungkinan terjadi suatu kesalahan 
ataupun kelalaian. Kesalahan atau kelalaian, perbuatan melawan hukum, maupun 
wanprestasi  yang dilakukan tenaga/ petugas medis dalam melaksanakan tugas 
profesinya dapat berakibat fatal baik terhadap badan maupun jiwa dari pasiennya, 
dan hal ini tentu saja sangat merugikan bagi pihak pasien. Adanya kerugian 
tersebut, mendorong suatu pertanggungjawaban dari pihak yang merugikan pasien 
(tenaga/petugas medis) sebagai suatu bentuk perlindungan terhadap pasien 
sebagai konsumen jasa di bidang medis. 
Kata Kunci : kerugian pasien, perlindungan pasien, tanggungjawab tenaga/petugas 
medis (dokter),  
 
 
 
ABSTRACT 
 
L. Niken Rosari, E0006020. 2010. LAW PROTECTION FOR THE 
PATIENT AS SERVICE CONSUMER IN MEDICAL SERVICE SECTOR 
BASED ON THE CIVIL CODE. Law Faculty of Surakarta Sebelas Maret 
University. 
 
This research aims to find out the material substance about the law 
protection for the patient as the service consumer in medical service sector 
regulated in the Civil Code as well as the form of law protection for the patient as 
the service consumer in medical service sector. 
 
This study belongs to a normative or doctrinal law research that is 
descriptive in nature, studying the patient as the service consumer in medical 
service sector as well as the protection form based on the Civil Code. The 
secondary data source employed included primary, secondary and tertiary law 
research. Techniques of collecting research source were library study and internet 
reference. The data analysis was done using inductive syllogism technique, that is, 
to draw on a conclusion from individual real cases to answer the problem studied. 
The final step of research is to draw a conclusion from the research source 
process, so that finally it can be found the patient protection as the service 
consumer in medical service sector regulated in the Civil Code as well as the 
protection form. 
 
Considering the result of research, it can be concluded that medical sector 
increasingly develops; the physicians and medical officers (particularly doctor) 
are very important in supporting the society’s health and expected to be able to 
understand their consumers entirely. The physicians given trust completely by the 
patient should consider the cost and benefit of action and always be cautious in 
implementing the medical action. From such medical action it is not impossible an 
error or negligence occurs. Error or negligence, unlawful action, and violation the 
physicians do in undertaking their profession will lead to fatalistic consequence to 
the patient’s body or soul, and it, of course, is very harmful to the patient. Such 
loss encourage an accountability from the party (physicians) that makes the 
patient lost as a form pf law protection for the patient as the service consumers in 
medical sector. 
 
Keywords: patient loss, patient protection, physician accountability  
 
 
 
 
 
MOTTO 
Jangan hanya hidup dalam angan dan impian. Itu tidak akan 
menghasilkan apa- apa. Jadi hadapilah kenyataan dan berjuanglah. 
- Pengkhotbah 11: 4  - 
 
Jangan pernah merasa kecil hati dalam menghadapi apapun, 
karena Tuhan punya rencana. 
- Ibu tercinta- 
 
Tuhan mau kita bisa hidup seperti ‘Rumput’, diinjak, 
dihancurkan, dibakar, dipotong, tapi selalu muncul 
kembali.dan tumbuh lebih hijau dan kuat dari sebelumnya. 
- Seorang sahabat  - 
 
Jadilah dirimu sendiri dan bercita- citalah setinggi mungkin 
selagi kita bisa. 
- Penulis  - 
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BAB I 
 PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Upaya peningkatan kualitas hidup manusia di bidang kesehatan, merupakan 
suatu usaha yang sangat luas dan menyeluruh, usaha tersebut meliputi 
peningkatan kesehatan masyarakat baik fisik maupun non fisik. Di dalam Sistem 
Kesehatan Nasional disebutkan, bahwa kesehatan menyangkut semua segi 
kehidupan yang ruang lingkup dan jangkauannya sangat luas dan kompleks 
(Anonim, 1992:3). Hal ini sesuai dengan pengertian kesehatan yang diberikan 
oleh dunia Internasional sebagai berikut : A state of complete physical, mental, 
and social, well being and not merely the absence of deseaseor infirmity 
(Koeswadji, 1992: 17). 
Dewasa ini kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan, 
telah berkembang dengan pesat dan didukung oleh sarana kesehatan yang semakin 
canggih, perkembangan ini turut mempengaruhi jasa professional di bidang 
kesehatan yang dari waktu ke waktu semakin berkembang pula. Berbagai cara 
perawatan dikembangkan sehingga akibatnya juga bertambah besar, dan 
kemungkinan untuk melakukan kesalahan semakin besar pula. Dalam banyak hal 
yang berhubungan dengan masalah kesehatan sering ditemui kasus- kasus yang 
merugikan pasien. Oleh sebab itu, tidak mengherankan apabila profesi kesehatan 
serta perlindungan terhadap pasien diperbincangkan baik di kalangan intelektual 
maupun masyarakat awam dan kalangan pemerhati kesehatan 
Beberapa tahun terakhir ini sering timbul gugatan dari pasien yang merasa 
dirugikan, untuk menuntut ganti rugi akibat kesalahan atau kelalaian yang 
dilakukan oleh dokter atau tenaga kesehatan dalam melakukan pekerjaannya. Pada 
dasarnya kesalahan atau kelalaian dokter dalam melaksanakan profesi medis, 
merupakan suatu hal yang penting untuk dibicarakan. Hal ini karena akibat 
kesalahan atau kelalaian tersebut mempunyai dampak yang merugikan pasien. 
Selain itu dalam hal perlindungan terhadap pasien pun perlu untuk dibahas dan 
dikaji lebih dalam. 
Munculnya kasus kasus serta gugatan dari pihak pasien merupakan indikasi 
bahwa kesadaran hukum masyarakat semakin meningkat. Semakin sadar 
masyarakat akan aturan hukum, semakin mengetahui mereka akan hak dan 
kewajibannya dan semakin luas pula suara-suara yang menuntut agar hukum 
memainkan peranannya di bidang kesehatan. Hal ini pula yang menyebabkan 
masyarakat (pasien) tidak mau lagi menerima begitu saja cara pengobatan yang 
dilakukan oleh pihak medis. Pasien ingin mengetahui bagaimana tindakan medis 
dilakukan agar nantinya tidak menderita kerugian akibat kesalahan dan kelalaian 
pihak medis Gugatan dari pihak pasien untuk meminta pertanggungjawaban dari 
dokter maupun pihak rumah sakit didasrkan pada Pasal 1239 dan 1365 KUHPer. 
Dilihat dari kacamata hukum, hubungan antara pasien dengan dokter 
termasuk dalam ruang lingkup hukum perjanjian. Dikatakan sebagai perjanjian 
karena adanya kesanggupan dari dokter untuk mengupayakan kesehatan dan 
kesembuhan pasien (Bahder Johan, 2005: 6). Timbulnya dan adanya perlindungan 
hukum terhadap pasien sebagai konsumen didahului dengan adanya hubungan 
antara dokter dengan pasien. 
Hubungan dokter dengan pasien dapat terjadi terutama karena beberapa 
sebab :antara lain karena pasien sendiri yang mendatangi dokter untuk meminta 
pertolongan mengobati sakit yang dideritanya. Hubungan hukum ini bersumber 
pada kepercayaan pasien terhadap dokter, sehingga pasien bersedia memberikan 
persetujuan tindakan medic (informed consent), yaitu suatu persetujuan pasien 
untuk menerima upaya medis yang akan dilakukan terhadapnya. 
Timbulnya hubungan antara pasien dengan dokter maupun pasien dengan 
pihak rumah sakit dapat dikarenakan pasien sangat mendesak untuk mendapatkan 
pertolongan. Dalam keadaan seperti ini pihak rumah sakit terutama dokter 
langsung melakukan apa yang disebut dengan zaakwaarneming, yaitu di mana 
seorang dengan sukarela tanpa mendapat perintah mewakili urusan orang lain 
hingga orang yang diwakili kepentingannya dapat menyelesaikan kepentingan 
tersebut,  sebagaimana diatur dalam Pasal 1354 KUHPer, yaitu suatu bentuk 
hubungan hukum yang timbul bukan karena adanya “Persetujuan Tindakan 
Medis” terlebih dahulu.  
Selain hubungan antara dokter dengan pasien, peran rumah sakit dalam 
menerapkan perlindungan terhadap pasien juga sangat diperlukan. Dalam dunia 
medis yang semakin berkembang, peranan rumah sakit sangat penting dalam 
menunjang kesehatan dari masyarakat. Maju atau mundurnya rumah sakit akan 
sangat ditentukan oleh keberhasilan dari pihak-pihak yang bekerja di rumah sakit, 
dalam hal ini dokter, perawat dan orang-orang yang berada di tempat tersebut. 
Dari pihak rumah sakit diharapkan mampu memahami konsumennya secara 
keseluruhan serta mampu menerapkan perlindungan terhadap pasien sebagai 
konsumen jasa medis. 
Dalam pelayanan kesehatan, rumah sakit juga harus memperhatikan etika 
profesi tenaga yang bekerja di rumah sakit yang bersangkutan. Akan tetapi, tenaga 
profesional yang bekerja di rumah sakit dalam memberikan putusan secara 
profesional adalah mandiri. Putusan tersebut harus dilandaskan atas kesadaran, 
tanggung jawab dan moral yang tinggi sesuai dengan etika profesi masing-
masing. 
Ditinjau dari segi ilmu kemasyarakatan dalam hal ini hubungan antara 
dokter dengan pasien menunjukkan bahwa dokter memiliki posisi yang dominant, 
sedangkan pasien hanya memiliki sikap pasif menunggu tanpa wewenang untuk 
melawan. Posisi demikian ini secara historis berlangsung selama bertahun-tahun, 
dimana dokter memegang peranan utama, baik karena pengetahuan dan 
ketrampilan khusus yang ia miliki, maupun karena kewibawaan yang dibawa 
olehnya karena ia merupakan bagian kecil masyarakat yang semenjak bertahun-
tahun berkedudukan sebagai pihak yang memiliki otoritas bidang dalam 
memberikan bantuan pengobatan berdasarkan kepercayaan penuh pasien. 
Si pasien selaku konsumen, yaitu diartikan “setiap pemakai dan atau 
pengguna barang dan atau jasa baik kepentingan sendiri maupun kepentingan 
orang lain”. Dan sudah merasa bahagia apabila kepadanya dituliskan secarik 
kertas. Dari resep tersebut secara implisit telah menunjukkan adanya pengakuan 
atas otoritas bidang ilmu yang dimiliki oleh dokter yang bersangkutan. Otoritas 
bidang ilmu yang timbul dan kepercayaan sepenuhnya dari pasien ini disebabkan 
karena ketidaktahuan pasien mengenai apa yang dideritanya, dan obat apa yang 
diperlukan, dan disini hanya dokterlah yang tahu, ditambah lagi dengan suasana 
yang serba tertutup dan rahasia yang meliputi jabatan dokter tersebut yang dijamin 
oleh kode etik kedokteran. Kedudukan yang demikian tadi semakin bertambah 
kuat karena ditambah dengan faktor masih langkanya jumlah tenaga dokter, 
sehingga kedudukannya merupakan suatu monopoli baginya dalam memberikan 
pelayanan pemeliharaan kesehatan sehingga perlindungan terhadap pasien kurang 
terjamin. Lebih-lebih lagi karena sifat dari pelayanan kesehatan ini merupakan 
psikologis pihak-pihak yang saling mengikatkan diri tidak berkedudukan 
sederajat. 
Tenaga Kesehatan yang diberikan kepercayaan penuh oleh pasien, haruslah 
memperhatikan baik buruknya tindakan dan selalu berhati-hati di dalam 
melaksanakan tindakan medis, dengan tujuan agar perlindungan terhadap pasien 
dapat terealisasikan Dari tindakan medis tersebut tidak menutup kemungkinan 
terjadi suatu kesalahan ataupun kelalaian. Kesalahan ataupun kelalaian yang 
dilakukan tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugas profesinya dapat berakibat 
fatal baik terhadap badan maupun jiwa dari pasiennya, dan hal ini tentu saja 
sangat merugikan bagi pihak pasien.  
Salah satu realita tentang kurang adanya perlindungan terhadap pasien dapat 
digambarkan dalam kasus yang dialami oleh salah satu keluarga di daerah Bali. 
Penggugatnya yaitu sepasang suami istri, istri mengandung anak pertama dan 
pemeriksaan di Rumah Bersalin Ikatan Bidan Bali menyatakan kondisi bayi dan 
ibunya sehat, tidak ada kelainan apapun. Pemeriksaan itu diawasi oleh seorang 
dokter yang bertugas di sana. Suatu ketika istri tersebut merasa sakit pada perut 
seperti gejala akan melahirkan, kemudian suami membawa istrinya ke Rumah 
Bersalin Ikatan Bidan Bali. 
Tak lama kemudian salah satu bidan memeriksa detak jantung bayi dan 
memberi petunjuk tentang cara bernafas saat akan melahirkan. Selang waktu tiga 
puluh menit, ada kecelakaan di depan Rumah Bersalin tersebut, bidan 
meninggalkan pasien yang akan melahirkan tadi. Dan setelah beberapa lama bidan 
kembali kemudian melakukan pemecahan ketuban. Saat ketuban pecah, bidan 
merasa binggung dan panik, setelah itu bidan menyuruh sang suami untuk 
membawa istrinya ke RSUP Sanglah Denpasar. 
Atas suruhan bidan tersebut, sang suami langsung membawa istrinya ke 
RSUP Sanglah Denpasar tanpa didampingi bidan yang menangani istrinya 
tersebut.  Setiba di RS, sang istri ditangani oleh tim medis RSUP Sanglah 
Denpasar, dan melahirkan seorang bayi tetapi dalam keadaan meninggal. Menurut 
keterangan pihak RSUP, bayi meninggal karena prolaps tali pusar dan kematian 
sudah dalam kandungan. Karena bidan tidak serius dan berhati- hati dalam 
menangani pasien, mengakibatkan kematian bayi pasangan suami istri tersebut. 
Pihak yang harus bertanggung jawab dalam hal ini adalah bidan dan pimpinan 
Rumah Bersalin yang bertanggung jawab penuh atas aktifitas dari Rumah Bersalin 
tersebut (http://arsiphukum.wordpress.com/). 
Gambaran realisasi perlindungan terhadap pasien melalui contoh kasus 
diatas, mendorong penulis untuk mengkaji lebih dalam mengenai penegakan 
perlindungan pasien yang tumbuh dan berkembang di kalangan dunia medis 
khususnya dalam konteks pelayanan medis. Dari kesalahan ataupun kelalaian 
yang dilakukan tenaga kesehatan terhadap pasien, menimbulkan pertanyaan, 
yaitu; adakah perlindungan hukum terhadap pasien, apa saja bentuk perlindungan 
terhadap pasien tersebut. 
Dengan latar belakang tersebut di atas, penulis mencoba mengangkat 
persoalan mengenai  
“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN SEBAGAI 
KONSUMEN JASA DI BIDANG PELAYANAN MEDIS BERDASARKAN 
KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PERDATA” 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, beberapa permasalahan pokok 
yang akan diteliti oleh penulis dirumuskan antara lain sebagai berikut : 
1. Bagaimana substansi materi yang diatur di dalam KUH Perdata 
berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pasien sebagai 
konsumen jasa di bidang pelayanan medis ? 
2. Bagaimana bentuk perlindungan terhadap pasien sebagai konsumen jasa 
di bidang pelayanan medis ? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan perumusan masalah yang telah dinyatakan sebelumnya, maka 
untuk mengarahkan suatu penelitian diperlukan adanya tujuan dari suatu 
penelitian. Tujuan penelitian dikemukakan secara deklaratif dan merupakan 
pernyataan- pernyataan yang hendak dicapai dalam penelitian tersebut (Soerjono 
Soekanto, 2006: 118-119). 
Tujuan yang dikenal dalam suatu penelitian ada dua macam, yaitu tujuan 
obyektif dan tujuan subyektif. Dalam rencana penulisan ini, tujuan obyektif dan 
subyektif adalah sebagai berikut : 
1. Tujuan Obyektif 
Tujuan obyektif yaitu tujuan penulisan dilihat dari tujuan umum yang 
mendasari penulis dalam melakukan penulisan. Dalam rencana penulisan 
tujuan obyektif penulisan bertujuan sebagai berikut : 
a. Untuk mengetahui subtansi materi mengenai perlindungan hukum 
terhadap pasien sebagai konsumen jasa di bidang pelayanan medis 
yang diatur dalam KUHPerdata. 
b. Untuk mengetahui bentuk perlindungan terhadap pasien sebagai 
konsumen jasa di bidang pelayanan medis. 
 
2. Tujuan Subyektif  
Tujuan subyektif yaitu tujuan penulisan dilihat dari tujuan pribadi 
penulis yang mendasari penulis dalam melakukan penulisan. Dalam 
rencana penulisan ini bertujuan sebagai berikut : 
a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti di 
bidang ilmu hukum baik teori maupun praktek dalam hal ini 
lingkup Hukum Perdata, khususnya yang menyangkut 
Perlindungan Pasien sebagai konsumen jasa di bidang medis. 
b. Untuk melengkapi syarat akademis guna memperoleh gelar sarjana 
di bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. 
c. Menerapkan ilmu dan teori- teori hukum yang telah peneliti 
peroleh agar dapat memberi manfaat bagi peneliti sendiri 
khususnya dan masyarakat pada umumnya. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Salah satu faktor pemilihan masalah dalam penelitian ini bahwa penelitian 
ini dapat bermanfaat karena nilai dari sebuah penelitian ditentukan oleh besarnya 
manfaat yang dapat diambil dari adanya penelitian tersebut. Adapun manfaat yang 
diharapkan dari rencana penulisan ini antara lain : 
1.   Manfaat Teoritis 
Manfaat teroritis yaitu manfaat dari penulisan hukum ini yang bertalian 
dengan pengembangan ilmu hukum. Manfaat teoritis dari rencana penulisan 
ini sebagai berikut : 
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 
pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada 
umumnya serta Hukum Perdata mengenai perlindungan pasien 
pada khususnya. 
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan 
literatur dalam dunia kepustakaan tentang perlindungan hukum 
terhadap pasien sebagai konsumen jasa di bidang pelayanan medis. 
c. Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan terhadap 
penelitian- penilitian sejenis untuk tahap berikutnya. 
 
 
 
2. Manfaat Praktis 
Manfaat praktis yaitu manfaat dari penulisan hukum ini yang berkaitan 
dengan pemecahan masalah. Manfaat praktis dari rencana penulisan ini 
sebagai berikut : 
a. Menjadi wahana bagi peneliti untuk mengembangkan penalaran 
dan membentuk pola pikir sekaligus untuk mengetahui 
kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh. 
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberi masukan 
kepada semua pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait 
dengan permasalahan yang diteliti dan dapat dipakai sebagai sarana 
yang efektif dan memadai dalam upaya mempelajari dan 
memahami ilmu hukum, khususnya Hukum Perdata dalam hal 
perlindungan pasien. 
 
E. Metode Penelitian 
Metode penelitian merupakan ilmu mengenai jenjang- jenjang yang harus 
dilalui dalam suatu proses penelitian (Rianto Adi, 2004: 1). Agar suatu penelitian 
ilmiah dapat berjalan dengan baik maka perlu mrnggunakan suatu metode 
penelitian yang baik dan tepat. Metodologi merupakan suatu unsur  di dalam 
penelitian yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu 
pengetahuan (Soerjono Soekanto, 2006: 7). Metode penelitian yang akan 
digunakan pada penulisan ini yaitu : 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini adalah 
penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara 
meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum 
primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dari masing- 
masing hukum normatif. Bahan- bahan tersebut disusun secara sistematis, 
dikaji, kemudian dibandingkan dan ditarik suatu kesimpulan dalam 
hubungannya dengan masalah yang diteliti. 
 
2. Sifat Penelitian 
Penelitian hukum ini jika dilihat dari sifatnya merupakan penelitian 
diskriptif, yang diartikan sebagai suatu prosedur pemecahan masalah yang 
diteliti pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampakatau sebagaimana 
adanya (Soerjono Soekanto, 2006: 43). Dalam penelitian ini akan diteliti 
mengenai perlindungan pasien sebagai konsumen jasa bidang medis dalam 
KUHPerdata, serta bentuk perlindungannya. 
 
3. Pendekatan Penelitian 
Dalam penelitian hukum dikenal adanya suatu pendekatan penelitian. 
Pendekatan tersebut memungkinkan diperolehnya jawaban yang diharapkan 
atas permasalahan hukum yang ada. Pendekatan yang dipakai dalam 
penelitian hukum diantaranya: 
a. Pendekatan perundang- undangan  (statue approach) 
b. Pendekatan kasus   (case approach) 
c. Pendekatan historis    (historical approach) 
d. Pendekatan perbandingan   (comparative approach) 
e. Pendekatan konseptual   (conceptual approach) 
Dalam penelitian ini akan menggunakan pendekatan konseptual 
(conceptual approach) mengenai masalah masalah penegakan perlindungan 
pasien serta digunakan pendekatan perundang- undangan (statue approach) 
terutama pengaturan dalam KUHPer dan Undang- Undang yang mengatur 
perlindungan konsumen sebagai instrument hukumnya. (Peter Mahmud 
Marzuki, 2006: 93). 
4. Jenis Data 
Jenis data yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah data 
sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka berupa keterangan- 
keterangan yang secara tidak langsung diperoleh melalui studi kepustakaan, 
bahan- bahan dokumenter, tulisan- tulisan ilmiah dan sumber- sumber 
tertulis lainnya. 
Adapun ciri- ciri umum data sekunder menurut Soerjono Soekanto dan 
Sri Mamudji (2003 : 24) yaitu : 
a. Data sekunder pada umumnya ada dalam keadaan siap terbuat 
(ready made). 
b. Bentuk maupun isi data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh 
peneliti- peneliti terdahulu. 
c. Data sekunder dapat diperoleh tanpa terikat atau dibatasi oleh 
waktu dan tempat. 
 
5. Sumber data  
Di dalam penelitian hukum ini, dipergunakan jenis data sekunder, yang 
dari sudut kekuatan mengikatnya digolongkan ke dalam beberapa sumber 
data, yaitu : 
a. Bahan hukum primer  
Adalah bahan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah dan 
bersifat mengikat berupa peraturan perundang- undangan, perjanjian 
Internasional dalam bentuk traktat dan konvensi (Burhan Ashofa, 2001: 
103) yang dalam hal ini berupa KUHPer, UU No.23 tahun 1992 tentang 
kesehatan, UU No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen ,dan 
UU lainnya. 
b. Bahan hukum sekunder  
Adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan 
hukum primer, seperti hasil ilmiah para sarjana, hasil penelitian, buku- 
buku, Koran, majalah, dokumen- dokumen terkait, internet, dan 
makalah, yang dalam penelitian ini peneliti menggunakan literatur yang 
berhubungan dengan hukum perdata, hukum, perlindungan konsumen 
khususnya pasien, dan hukum kesehatan. 
c. Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang bersifat menunjang 
bahan hukum primer dan sekunder yang berupa kamus bahasa 
Indonesia, ensiklopedia bidang kesehatan dan indeks kumulatif. 
 
6. Teknik Pengumpulan Data 
Kegiatan yang akan dilakukan dalam pengumpulan data dalam 
penelitian ini yaitu Studi Pustaka dengan cara identifikasi isi. Alat 
pengumpulan data dengan mengidentifikasi isi dari data sekunder diperoleh 
dengan cara membaca, mengkaji, dan mempelajari bahan pustaka baik 
berupa peraturan perundang- undangan, artikel ,dari internet, makalah 
seminar nasional, jurnal, dokumen, dan data- data lain yang mempunyai 
kaitan dengan data penelitian ini. 
 
7. Teknik Analisis Data 
Agar data yang dikumpulkan dapat dipertanggungjawabkan ,dan dapat 
menghasilkan jawaban yang tepat dari suatu permasalahan, maka perlu 
suatu teknik analisa data yang tepat. Analisis data merupakan langkah 
selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Teknik 
analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke 
dalam pola, kategori, dan satuan pola sehingga dapat ditentukan dengan 
tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh 
data. ( Soerjono Soekanto, 2006 : 22). 
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini 
menggunakan pola pikir/ logika induktif, yaitu pola pikir untuk menarik 
kesimpulan dari kasus- kasus individual nyata menjadi kesimpulan yang 
bersifat umum (Johnny Ibrahim, 2006 : 249). Pada dasarnya pengolahan dan 
analisis data bergantung pada jenis datanya. Pada penelitian hukum berjenis 
normatif, maka dalam mengolah dan menganalisis bahan hukum primer, 
bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier tidak dapat lepas dari 
berbagai penafsiran hukum yang dikenal dalam ilmu hukum. 
 
F. Sistematika Penulisan Hukum 
Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan isi, 
penulisan hukum ini akan dibagi menjadi empat bab, yaitu pendahuluan, tinjauan 
pustaka, penelitian dan pembahasan, serta penutup dengan menggunakan 
sistematika berikur : 
BAB I  : PENDAHULUAN 
Dalam bab ini dikemukakan tentang latar belakang masalah, 
perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode 
penelitian dan sistematika penulisan hukum. 
BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 
 Bab kedua ini membahas mengenai Kerangka Teoritis dan 
Kerangka Pemikiran. Kerangka teoritis yang mendasari penulisan 
ini adalah tinjauan tentang pasien sebagai konsumen jasa 
pelayanan medis, tinjauan tentang perlindungan hukum terhadap 
pasien, tinjauan tentang upaya perlindungan pasien melalui 
tanggung jawab tenaga medis khususnya dokter terhadap pasien 
yang diatur dalam KUHPerdata maupun Undang- undang di 
bidang medis. 
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 Bab ini merupakan suatu penjelasan dari penelitian yang 
dilakukan penulis mengenai perlindungan pasien yang diatur 
dalam KUHPerdata maupun Undang- Undang di bidang Medis, 
perlindungan pasien sebagai Konsumen jasa di bidang pelayanan 
medis dan bentuk perlindungan terhadap pasien. 
BAB IV  : PENUTUP 
Bab ini sebagai bagian akhir dari penulisan penelitian mengenai 
kesimpulan dan saran sebagai suatu masukan maupun perbaikan 
dari apa saja yang telah didapatkan selama penelitian 
DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN 
 
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Kerangka Teoritis 
1. Tinjauan umum tentang perlindungan hukum terhadap pasien dalam 
KUHPer dan beberapa undang- undang yang mengaturnya. 
a. Tinjauan KUH Perdata 
Berdasarkan praktek medis dalam kehidupan bermasyarakat, 
bentuk-bentuk perlindungan terhadap pasien dapat berupa : 
1) Adanya perjanjian antara pasien dan dokter mengenai 
pertanggung jawaban profesi medis. Perjanjian sendiri diatur di 
dalam KUHPerdata 
2) Adanya peraturan perundang- undangan yang mengatur hak 
dan kewajiban pasien, dokter serta rumah sakit. Dalam suatu 
perjanjian, KUHPerdata mengatur adanya akibat hukum yaitu 
timbulnya hak dan kewajiban dari masing- masing pihak. 
3) Adanya peraturan hukum yang mengatur perlindungan pasien 
dengan pemberian ganti rugi kepada pasien yang dirugikan 
baik formil maupun materiil oleh pihak dokter atau rumah 
sakit. Dalam KUHPerdata pasien tergolong sebagai konsumen, 
sehingga pasien/ konsumen berhak mendapatkan ganti rugi 
apabila ada perbuatan melawan hukum. Hal tersebut diatur 
juga di dalam KUHPerdata. 
Dalam suatu peristiwa yang mana mengakibatkan kerugian 
terhadap seseorang, maka sudah tentu merupakan kewajiban dari pihak 
yang melakukan kesalahan mengganti kerugian. Seseorang dalam hal 
ini korban, dari tindakan tersebut mengalami kerugian baik material 
maupun moril sehingga adalah sudah wajar apabila mereka yang 
dirugikan tersebut mendapat imbalan berupa ganti rugi dari pihak yang 
merugikan. Berkaitan dengan perlindungan pasien, hal mengenai ganti 
rugi atas kesalahan atau kelalaian tersebut dimaksudkan agar 
menghindari adanya suatu kesalahan atau kelalaian. Dapat dikatakan 
sebagai tindakan preventif dalam melindungi pasien. 
Dalam menentukan pertanggungjawaban suatu tindakan yang mana 
salah satu pihaknya dirugikan (konsumen), maka pihak korban dapat 
memperoleh sejumlah ganti kerugian yang sepantasnya guna 
pembiayaan kerugian yang telah dideritanya. Hal tersebut terjadi 
sehubungan dengan adanya suatu resiko yang harus diterima dan tidak 
dapat dibalikkan kepada orang lain, sebab dengan terjadinya kesalahan 
yang menimbulkan korban, tidak terlepas dari kerugian yang 
ditimbulkan. Sehingga, pada pihak penimbul kerugian wajib untuk 
memberikan sejumlah ganti kerugian pada korbannya. Menurut hukum 
yang berlaku menyebutkan bahwa si pelaku perbuatan berkewajiban 
memberi ganti kerugian pada seorang penderita kerugian. 
Mengenai perlindungan hukum terhadap pasien sebagai konsumen 
jasa pelayanan medis ada ketentuan yang mengatur. Pada dasarnya 
ketentuan yang mengatur perlindungan hukum bagi konsumen dapat 
dijumpai Pasal 1365 KUH Perdata. Disamping itu Pasal 1365 KUH 
Perdata berisikan ketentuan antara lain sebagai berikut: “Tiap perbuatan 
melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, 
mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian 
tersebut”. 
 
b. Tinjauan undang- undang lain yang mengatur perlindungan pasien 
sebagai konsumen 
Di dalam UU RI No. 23 / Tahun 1992 tentang kesehatan disebutkan 
juga perlindungan terhadap pasien, yaitu Pasal 55 yang berisikan 
ketentuan antara lain sebagai berikut: 
1) Setiap orang berhak atas ganti rugi akibat kesalahan atau 
kelalaian yang dilakukan tenaga kesehatan, 
2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan 
sesuai dengan peraturan yang berlaku 
Pemberian hak atas ganti rugi merupakan suatu upaya untuk 
memberikan perlindungan bagi setiap orang atas suatu akibat yang 
timbul, baik fisik maupun non fisik karena kesalahan atau kelalaian 
tenaga kesehatan. Perlindungan ini sangat penting karena akibat 
kelalaian atau kesalahan itu mungkin dapat menyebabkan kematian atau 
menimbulkan cacat yang permanen. 
Yang dimaksud dengan kerugian fisik adalah hilangnya atau tidak 
berfungsinya seluruh atau sebagian organ tubuh, sedangkan kerugian 
non fisik berkaitan dengan martabat seseorang. 
Dalam Undang-undang No.8/ Tahun 1999 tentang perlindungan 
konsumen tidak diatur dengan jelas mengenai pasien, tetapi pasien 
dalam hal ini juga merupakan seorang konsumen. 
Perlindungan hukum di bidang keperdataan menganut prinsip 
bahwa “barang siapa merugikan orang lain, harus memberikan ganti 
rugi” .Jika seseorang merasa dirugikan oleh warga masyarakat lain, 
tentu ia akan menggugat pihak lain itu agar bertanggung jawab secara 
hukum atas perbuatannya. Dalam hal ini diantara mereka mungkin saja 
sudah terdapat hubungan hukum berupa perjanjian di lapangan hukum 
keperdataan, tetapi dapat pula sebaliknya, sama sekali tidak ada 
hubungan hukum demikian. 
Jika seseorang sebagai konsumen melakukan hubungan hukum 
dengan pihak lain, dan pihak lain itu melanggar perjanjian yang 
disepakati bersama, maka konsumen berhak menggugat lawannya 
berdasarkan dalih melakukan wanprestasi (cedera janji). Dalam hal ini 
pihak yang melakukan hubungan hukum adalah pasien sebagai 
konsumen dan dokter atau rumah sakit. Apabila sebelumnya tidak ada 
perjanjian, konsumen tetap saja memiliki hak untuk menuntut secara 
perdata, yakni melalui ketentuan perbuatan melawan hukum. Dari 
ketentuan tersebut diberikan kesempatan untuk menggugat sepanjang 
terpenuhi empat unsur, yaitu terjadi perbuatan melawan hukum, ada 
kesalahan (yang dilakukan pihak lain atau tergugat), ada kerugian (yang 
diderita si penggugat) dan ada hubungan kausal antara kesalahan 
dengan kerugian itu. 
Apabila terdapat kesalahan / kelalaian dari tindakan medik yang 
dilakukan oleh tenaga medis (dokter, perawat atau asisten lainnya), 
dalam hal ini dari pihak konsumen yang menderita kerugian dapat 
menuntut ganti rugi. Dari kerugian yang di alami oleh konsumen, dalam 
hal ini mungkin tidak sedikit atau bisa juga dari kerugian tersebut 
berakibat kurang baik bagi konsumen. Seseorang dapat dimintakan 
tanggung jawab hukumnya (liable), kalau dia melakukan kelalaian / 
kesalahan dan kesalahan / kelalaian itu menimbulkan kerugian. Orang 
yang menderita kerugian akibat kelalaian / kesalahan orang itu, berhak 
untuk menggugat ganti rugi. Begitu pula terhadap kerugian yang 
dialami pasien dalam pelayanan medis, pasien dalam hal ini dapat 
menuntut ganti rugi atas kesalahan ataupun kelalaian dokter ataupun 
tenaga medis lainnya. 
Pelayanan medis yang diberikan kepada pasien haruslah maksimal, 
maksudnya adalah pelayanan harus diberikan kepada pasien dalam 
kondisi apapun, temasuk pada pasien yang mengalami koma 
berkepanjangan. American Medical Association (AMA) menentang 
adanya physician assited suicide, yaitumemberikan bantuan pasien 
untuk mengakhiri hidupnya. AMA berpendapat bahwa setiap pasien 
secara wajar harus dapat mengharapkan memperoleh mutu perawatan 
yang berkualitas pada akhir hayatnya. The Element of Quality Care for 
Patientsin theLast Phase of Live (American Medical Association, 
Chicago) pokok- pokoknya adalah  
 
“That preference for withholding or withdrawinglife sustaining 
intervention  will be honored; that their physician will continue to care 
for them, even if transferred to another facility; that patient dignitywill 
be a priority;that burden to the family will be minimized; that attention 
will be given the personal goals of the dying person, and that support 
will be given to the familyafter the patient’s death” 
Terjemahannya adalah sebagai berikut : 
Bahwa preferensi untuk menahan atau menghentikan intervensi 
untuk mempertahankan kehidupan dihormati; bahwa para dokter akan 
merawat pasien secara terus, walaupun pindah ke fasilitas lainnya; 
bahwa kehormatan pasien merupakan prioritas; bahwa beban yang 
ditanggung keluarga diusahakan seringan mungkin; bahwa akan 
diberikan perhatian terhadap keinginan dan tujuan pasien; bahwa 
bantuan akan diberikan kepada keluarganya sesudah pasien meninggal. 
2. Tinjauan umum tentang pasien sebagai konsumen jasa pelayanan medis 
a. Pengertian konsumen dan Perlindungan Konsumen 
1) Pengertian Konsumen 
Berbicara mengenai konsumen dalam kaitannya di dalam 
pelayanan medis, dimana terdapat hubungan antara tenaga 
pelaksana (tenaga kesehatan) dengan pasien yang merupakan 
konsumen jasa. Dan untuk itu, perlu diketahui apa yang dimaksud 
dengan konsumen. 
Menurut UU No. 8/ Tahun 1999 Tentang Perlindungan 
Konsumen, Pasal 1 (2) menyebutkan konsumen adalah “Setiap 
orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam 
masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri , keluarga, orang 
lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. 
Konsumen diartikan tidak hanya individu (orang), tetapi juga 
suatu perusahaan yang menjadi pembeli atau pemakai terakhir. 
Adapun yang menarik di sini, konsumen tidak harus terikat dalam 
hubungan jual beli, sehingga dengan sendirinya konsumen tidak 
identik dengan pembeli. 
Lain halnya pendapat dari Hondius (Pakar masalah Konsumen 
di Belanda) menyimpulkan, bahwa para ahli hukum pada umumnya 
sepakat mengartikan konsumen sebagai pemakai terakhir dari 
benda dan jasa. Jasa adalah “ setiap layanan yang berbentuk 
pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk 
dimanfaatkan oleh konsumen” ( Shidarta, 2000: 1). 
2) Pengertian Perlindungan Konsumen 
Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin 
adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada 
konsumen (Pasal 1 ayat (1) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 
Tentang Perlindungan Konsumen). 
Pelaku usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha, 
baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang 
didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam 
wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun 
bersama- sama melalui penyelenggaraan kegiatan usaha dalam 
berbagai bidang ekonomi (Pasal 1 ayat (3) Undang- Undang 
Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen). 
Berdasarkan pengertian diatas, pelaku usaha dalam hal ini 
adalah dokter, pihak Rumah Sakit, maupun petugas kesehatan yang 
memiliki hubungan hukum dengan pasien selaku konsumen jasa 
medis. Dasar hubungan tersebut adalah konsensus dan perjanjian 
antara pelaku usaha medis dengan pasien/ konsumen medis. 
(Abdulkadir Muhammad, 2000: 225). 
Aspek- aspek kunci dari perlindungan konsumen di “dunia 
nyata” di banyak Negara yang telah berusaha menyediakan 
beragam undang- undang dan institusi kepada warga negaranya 
secara penuh tidaklah sulit untuk dikenali. (Asaffa Endesshaw, 
2001: 403). 
William Stantoa dan Jetzel J. Walker dalam Bukunya Malayu. 
S. P. Hasibuan menyatakan bahwa “Jasa adalah kegiatan yang 
dapat diidentifikasikan dan tidak berwujud yang merupakan tujuan 
penting dari suatu transaksi guna memberikan kepuasan pada 
konsumen”. (H. Malayu. S. P. Hasibuan, 2001: 161). 
Jasa adalah setiap setiap layanan yang berbentuk pekerjaan 
atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan 
oleh konsumen. (Pasal 1 ayat (5) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 
1999 Tentang Perlindungan Konsumen). Dalam permasalahan yang 
diangkat penulis mengenai perlindungan pasian, adalah pasien di 
sini merupakan konsumen dalam bidang jasa medis. 
3) Pasien sebagai Konsumen Jasa di Bidang Pelayanan Medis 
Dalam pelayanan di bidang medis, tidak terpisah akan adanya 
seorang tenaga kesehatan dengan konsumen, dalam hal ini pasien. 
Pasien dikenal sebagai penerima jasa pelayanan kesehatan dan dari 
pihak rumah sakit sebagai pemberi jasa pelayanan kesehatan dalam 
bidang perawatan kesehatan. 
Dari sudut pandangan sosiologis dapat dikatakan bahwa pasien 
maupun tenaga kesehatan memainkan peranan- peranan tertentu 
dalam masyarakat. Dalam hubungannya dengan tenaga kesehatan, 
misalnya dokter, tenaga kesehatan mempunyai posisi yang 
dominan apabila dibandingkan dengan kedudukan pasien yang 
awam dalam bidang kesehatan. 
Pasien dalam hal ini, dituntut untuk mengikuti nasehat dari 
tenaga kesehatan, yang mana lebih mengetahui akan bidang 
pengetahuan tersebut. Dengan demikian pasien senantiasa harus 
percaya pada kemampuan dokter tempat dia menyerahkan 
nasibnya. Pasien sebagai konsumen dalam hal ini, merasa dirinya 
bergantung dan aman apabila tenaga kesehatan berusaha untuk 
menyembuhkan penyakitnya. Keadaan demikian pada umumnya di 
dasarkan atas kerahasiaan profesi kedokteran dan keawaman 
masyarakat yang menjadi pasien.Situasi tersebut berakar pada 
dasar-dasar historis dan kepercayaan yang sudah melembaga dan 
membudaya di dalam masyarakat. Hingga kini pun kedudukan dan 
peranan dokter relatif lebih tinggi dan terhormat. 
Pasien sebagai konsumen jasa di bidang pelayanan medis, 
dengan melihat perkembangan ilmu dan teknologi kesehatan yang 
pesat, resiko yang dihadapi semakin tinggi. Oleh karena itu, dalam 
hubungan antara tenaga kesehatan dengan pasien, misalnya 
terdapat kesederajatan. Di samping dokter, maka pasien juga 
memerlukan perlindungan hukum yang proporsional yang diatur 
dalam perundang-undangan. Perlindungan tersebut terutama 
diarahkan kepada kemungkinan-kemungkinan bahwa dokter 
melakukan kekeliruan karena kelalaian. 
b. Hak- Hak dan kewajiban Konsumen 
Hak memberi kenikmatan dan keluasaan kepada individu di 
dalam melaksanakannya (Mertokusumo, 1986: 39). Sedangkan 
kewajiban adalah pembatasan dan beban. Ada beberapa pengertian 
hak, antara lain: 
a) Hak di dalam pengertian umum yaitu tuntutan seseorang 
terhadap suatu yang merupakan kebutuhan pribadinya 
sesuai dengan keadilan, moralitas dan legalitas (Ismani, 
2001: 20) 
b) Hak sendiri merupakan suatu kepentingan yang dilindungi 
hukum, sedangkan kepentingan adalah tuntutan perorangan 
atau kelompok yang diharapkan dipenuhi. Hak mengandung 
4 unsur : 
(1) Subjek hukum  : segala sesuatu yang dapat 
memperoleh hak dan dibebani kewajiban. 
Kewenangan untuk menyandang hak dan kewajiban 
ini disebut kewenangan hukum. 
(2) Obyek hukum  : segala sesuatu yang menjadi 
focus atau tujuan diadakannya hubungan hukum. 
(3) Hubungan hukum : hubungan yang terjalin 
karena peristiwa hukum. 
(4) Perlindungan hukum : segala sesuatu yang 
mengatur dan menentukan hak dan kewajiban masing- 
masing pihak yang melakukan hubungan hukum, 
sehingga kepentingannya terlindungi. 
Ada dua macam hak : 
a) Hak Absolut : member kewenangan pada pemegangnya 
unuk berbuat dan tidak berbuat yang pada dasarnya dapat 
dilaksanakan siapa saja dan melibatkan setiap orang. Isi hak 
absolute ini ditentukan oleh kewenangan pemegang hak. 
b) Hak relatif : hak yang berisi wewenang untuk menuntut 
hak yang hanya dimiliki seorang terhadap orang- orang 
tertentu. (Mertokusumo, 1986: 38-40) 
 
Kemampuan profesional tenaga kesehatan merupakan salah satu 
indikator kepercayaan pasien terhadap dunia medis khususnya tenaga 
kesehatan, maka sudah sebaiknya kepercayaan tersebut harus dilakukan 
menurut standar profesi dan berpegang teguh pada kode etik medik. 
Kedudukan dokter yang selama ini dianggap lebih “tinggi” dari pasien 
merupakan dampak dari keterbatasan pengetahuan masyarakat terhadap 
hak-hak mereka dari timbulnya hubungan hukum antara pasien dan 
dokter sebagai tenaga profesi. Dengan semakin maju dan meningkatnya 
kemampuan pengetahuan masyarakat, hubungan tersebut secara 
perlahan-lahan mengalami perubahan. 
Kepercayaan kepada dokter secara pribadi berubah menjadi 
kepercayaan terhadap kemampuan ilmu (science) dan pengalaman 
(experience) yang dimiliki oleh dokter bersangkutan dalam dunia 
kedokteran dan teknologi. Penyalahgunaan kemampuan yang dimiliki 
dokter sebagai tenaga profesi yang merugikan pasien dan atau 
bertentangan dengan hukum dinamakan malpraktik (negligence) di 
bidang kedokteran. Maka oleh sebab itu penjelasan tentang hak dan 
kewajiban pasien secara hukum sangat penting dilakukan. Pengetahuan 
tentang hak dan kewajiban pasien diharapkan akan meningkatkan 
kualitas sikap dan tindakan yang cermat dan kehati-hati dari tenaga 
kesehatan dalam mejalani tugas profesinya sebagai dokter. Keselamatan 
dan perkembangan kesehatan merupakan landasan mutlak bagi dokter 
dalam menjalankan praktik profesinya. Seorang dokter harus 
melakukan segala upaya semaksimal mungkin untuk menangani 
pasiennya.  
Untuk menciptakan perlindungan hukum bagi pasien maka para 
pihak harus memahami hak yang melekat pada pasien. Perlindungan 
terhadap pasien mendapatkan perhatian yang cukup, akan tetapi sangat 
disayangkan kaedah-kaedah dasar hukum dalam Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, yang memerlukan peraturan 
pelaksana sampai sekarang masih belum ada realisasinya. 
(http://m.serambinews.com/news/hak-dan-kewajiban-pasien) 
Dalam hal ini yang dimaksud dengan konsumen adalah pasien. 
Mengenai hak-hak konsumen diatur dalam Undang- Undang 
Perlindungan Konsumen , Pasal 4 menyebutkan , diantaranya; 
1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam 
mengkomsumsi barang dan/ atau jasa; 
2) Hak untuk memilih barang dan/ atau jasa serta mendapatkan 
barang dan/ atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan 
kondisi serta jaminan yang dijanjikan; 
3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai 
kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa; 
4) Hak untuk di dengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/ 
atau jasa yang digunakan; 
5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya 
penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; 
6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; 
7) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; 
8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan / atau 
penggantian, apabila barang dan/ atau jasa yang diterima tidak 
sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; 
9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan lainnya. 
 
Dari sembilan butir hak konsumen yang tercantum diatas, terlihat 
bahwa masalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen 
merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan 
konsumen. Barang dan/ atau jasa yang penggunaannya tidak 
memberikan kenyamanan, terlebih lagi yang tidak aman atau 
membahayakan keselamatan konsumen jelas tidak layak untuk 
diedarkan dalam masyarakat. 
Selanjutnya, untuk menjamin bahwa suatu barang dan / atau jasa 
dalam penggunaannya akan nyaman, aman maupun tidak 
membahayakan konsumen penggunaannya, maka konsumen diberikan 
hak untuk memilih barang dan /jasa yang dikehendakinya berdasarkan 
atas keterbukaan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Jika terdapat 
penyimpangan yang merugikan, konsumen berhak untuk didengar, 
memperoleh advokasi, pembinaan, perlakuan yang adil, konpensasi 
sampai ganti rugi.  
 
Sedangkan kewajiban pasien adalah sebagai berikut : 
1) Memeriksakan diri sedini mungkin kepada dokter. 
2) Memberikan informasi yang lengkap dan benar tentang 
penyakitnya. 
3) Mematuhi nasehat dan petunjuk dokter 
4) Menandatangani surat- surat Persetujuan Tindakan Medis atau 
Informed Consent (IC) surat jaminan dirawat di rumah sakit. 
5) Yakin pada dokternya dan yakin akan sembuh 
6) Melunasi biaya perawatan 
 
Perlindungan konsumen didorong oleh adanya kesadaran dan 
pemahaman baik dari pelaku medis maipun pasian sendiri tentang hak 
dan kewajibannya, khususnya hak pasien. 
“Healthcare shall be considered free from discrimination if, in the 
course of delivering healthcare services, patients are not discriminated 
against on grounds of their social status, political views, origin, 
nationality, religion, gender, sexual preferences, age, marital status, 
physical or mental disability, qualification or on any other grounds not 
related to their state of health”. (Journal Act CLIV of 1997 on Health     
section 7). 
Terjemahannya adalah sebagai berikut : 
Kesehatan akan dianggap bebas dari diskriminasi jika, dalam 
rangka memberikan layanan kesehatan, pasien tidak didiskriminasikan 
atas dasar status sosial mereka, pandangan politik, asal-usul, 
kebangsaan, agama, jenis kelamin, preferensi seksual, usia, status 
perkawinan , cacat fisik atau mental, kualifikasi atau alasan lain yang 
tidak terkait dengan kondisi kesehatan mereka.  
3. Upaya perlindungan pasien sebagai konsumen jasa medis 
Guna mengurangi adanya kerugian pada diri pasien atau orang yang 
melakukan pemeriksaan maupun yang berupaya memperbaiki kesehatannya, 
dibutuhkan adanya tenaga kesehatan yang benar-benar memenuhi standar 
tenaga kesehatan, yang mampu mematuhi standar profesi dan menghormati 
hak-hak pasien. Dalam hal ini pun, menurut Pasal 53 UU No. 23/ Tahun 
1992, tenaga kesehatan berhak memperoleh perlindungan hukum dalam 
melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya.  
Ketentuan Pasal 53 UU No. 23/ Tahun 1992 memiliki konsekuensi 
sanksi. Tenaga kesehatan yang melakukan kesalahan atau kelalaian dalam 
melaksanakan tugas profesinya, dapat dikenakan tindakan disiplin. 
Penentuan ada tidaknya kesalahan atau kelalaian itu dilakukan oleh Majelis 
Disiplin Tenaga Kesehatan.  
Salah satu perlindungan terhadap pasien dapat berupa pemenuhan 
tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh pihak pasien yang dirugikan. Pada 
dasarnya apabila suatu kesalahan atau kelalaian timbul maka akan muncul 
pula suatu ganti rugi yang disebabkan karenanya. 
Dengan adanya ganti rugi tersebut akan mendorong pihak pelaku medis 
untuk menghindari suatu kesalahan atau kelalaian yang berakibat merugikan 
pasien. Sehingga perlindungan terhadap pasien dapat terpenuhi.  
Mengenai tuntutan ganti kerugian secara perdata menurut Pasal 1365 
KUH Perdata, pelaku harus mengganti kerugian sepenuhnya. Akan tetapi 
terdapat juga suatu ketentuan hukum yang menentukan bahwa apabila 
kerugian ditimbulkan karena kesalahan sendiri, ia haru menanggung 
kerugian tersebut. Dari rumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa pihak 
yang dirugikan cukup membuktikan bahwa kerugian yang diderita adalah 
akibat perbuatan pelaku. 
Menurut Van Gelein Vitringa dengan Teori Schutznom, dinyatakan 
bahwa : “Seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum dan 
karenanya melanggar suatu norma hukum, hanya wajib membayar ganti rugi 
atas kerugian yang ditimbulkan, apabila norma yang dilanggar bertujuan 
melindungi kepentingan orang yang dirugikan” ( J. Guwandi, 1993: 26 ). 
Menurut Pasal 1366 KUH Perdata, berisikan ketentuan antara lain 
sebagai berikut “ Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian 
yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan 
kelalaiannya atau kurang hati-hatinya”. 
Dasar tuntutan dari pihak pasien (konsumen) juga dapat dilihat dalam 
UU No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan yaitu Pasal 55. Dari ketentuan 
pasal tesebut maka dari pihak paramedis diharuskan berhati hati di dalam 
melakukan tindakan medis yang mana dari pihak pasien mempercayakan 
sepenuhnya akan tindakan tersebut 
Jika kembali kepada asas hukum dalam hukum perdata dapat dikatakan 
bahwa siapapun yang tindakannya merupakan pihak lain, wajib memberikan 
ganti rugi kepada pihak yang menderita kerugian tersebut. Dalam konsep 
dan teori dalam ilmu hukum, perbuatan yang merugikan tersebut dapat lahir 
karena : 
a. Tidak ditepatinya suatu perjanjian atau kesepakatan yang telah 
dibuat (wanprestasi) ; atau 
b. Karena suatu perbuatan yaitu perbuatan  melawan hukum yang 
dapat merugikan pihak lain. 
 
Dalam perlindungan terhadap pasien sebagai konsumen jasa yang mana 
merasa dirugikan oleh dokter ataupun pihak rumah sakit, dan tindakan 
tersebut menimbulkan suatu kerugian yang tidak sedikit ataupun dari 
tindakan tersebut menimbulkan kematian, maka dalam hal ini si pelanggar 
hukum masih tetap berwajib memberi ganti rugi. Dari wujud ganti kerugian 
tersebut bertujuan untuk memperbaiki keadaan, dan dari pengganti kerugian 
kebanyakan besar berupa sejumlah uang. 
Pengganti kerugian tersebut harus dinilai menurut kemampuan maupun 
kedudukan dari kedua belah pihak dan harus pula disesuaikan dengan 
keadaan. Ketentuan yang paling akhir ini pada umumnya berlaku dalam hal 
memberikan ganti kerugian yang diterbitkan dari suatu perbuatan melawan 
hukum terhadap pribadi seseorang. 
Dalam hal pertanggung jawaban atas pelayanan medis, yang mana 
pihak pasien merasa dirugikan maka perlu untuk diketahui siapa yang terkait 
di dalam tenaga medis tersebut. 
Tenaga Medis yang dimaksud adalah dokter, yang bekerjasama dengan 
tenaga profesional lain di dalam menyelenggarakan dan memberikan 
pelayanan medis kepada masyarakat atau pasien. Disamping perawat , 
tenaga profesional lain dalam bidang kesehatan dan medis, seperti ahli 
laboratorium dan radiologi, pendidik dan penyuluh kesehatan, penata 
berbagai peralatan dan perlengkapan medis, terutama dalam lembaga 
pelayanan seperti rumah sakit, klinik spesialis, dan praktek bersama , sangat 
diperlukan sebagai pendamping dokter. 
Dokter juga memerlukan pembantu dalam bidang adminisrtrasi, 
asuransi, akuntansi, hukum dan kemasyarakatan. Lembaga yang tampak 
kompleks, meskipun terorganisasi rapi ini disebut “birokrasi pelayanan 
medis”. 
Jika dalam tindakan medis terjadi kesalahan dan mengakibatkan 
kerugian dari pihak pasien, maka tanggung jawab tidak langsung kepada 
pihak rumah sakit. Mengenai tanggung jawab terlebih dahulu harus melihat 
apakah kesalahan tersebut dilakukan oleh dokter itu sendiri atau tenaga 
medis lain. Setiap masalah yang terjadi baik sengaja ataupun tidak sengaja 
perlu diteliti terlebih dahulu. Jika kesalahan yang dilakukan oleh para medis 
tersebut khusus dokter yang melakukan, biasanya pihak rumah sakit yang 
bertanggung jawab secara umumnya. Dan dokter sebagai pelaksana 
tindakan juga dapat dikenakan sanksi. 
Terhadap tenaga kesehatan khususnya yang bekerja di rumah sakit, ada 
dua tenaga yaitu : tenaga dari PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan Swasta. Di 
dalam melaksanakan tugas profesinya, baik tenaga dari PNS ataupun Swasta 
mempunyai perbedaan dalam tanggung jawab. Terhadap tenaga kesehatan 
(dokter) dari PNS yang melakukan kesalahan / kelalaian dalam tindakan 
medis, biasanya dokter tersebut diberikan sanksi berupa pemindahan kerja 
ke instansi kesehatan lain atau pemberhentian sementara.  
Sedangkan terhadap dokter yang swasta, dalam hal melakukan 
kesalahan/ kelalaian biasanya sanksi yang dijatuhkan berupa diberhentikan 
oleh rumah sakit tempat ia bekerja. Dan akibat dari kesalahan dokter atau 
paramedis lain yang menyebabkan kerugian terhadap pasien akan menjadi 
beban bagi pihak rumah sakit. 
Pemberian sanksi juga diatur dalam ketentuan Pasal 54 (1) UU No.23/ 
1992 Tentang kesehatan yaitu “ Terhadap tenaga kesehatan yang melakukan 
kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan profesinya dapat dikenakan 
tindakan disiplin”. 
Mengenai tanggung jawab diatur dalam Pasal 1367 KUH Perdata 
sebagai penjabaran lebih lanjut mengenai siapa dan apa saja yang berada di 
bawah tanggung jawabnya. Masalah tanggung jawab hukum perdata ini 
membawa akibat bahwa yang bersalah (yaitu yang menimbulkan kerugian 
kepada pihak lain) harus membayar ganti rugi. 
Tanggung Jawab dilihat dari segi hukum perdata mengandung beberapa 
aspek, yaitu dapat ditimbulkan karena “wanprestasi”, karena perbuatan 
melanggar hukum, dapat juga karena karena kurang hati-hatinya 
mengakibatkan matinya orang dan juga karena kurang hati-hatinya 
menyebabkan cacat badan. Akibat perbuatan yang mengakibatkan kerugian 
tersebut terbawa oleh karena sifat daripada perjanjian yang terjadi antara 
dokter dengan pasien merupakan suatu perikatan yang disebut “inspannings 
verbintenis”,yaitu suatu perikatan di mana salah satu pihak memberikan 
suatu upaya dan pihak yang lain menerima upaya sesuai dengan yang 
diperjanjikan bersama. Suatu perjanjian yang merupakan sumber dari 
perikatan harus dilaksanakan dengan teliti dan penuh hati-hati (inspanning). 
Dan hubungan dokter dengan pasien ada juga dengan perikatan hasil, atau 
yang dikenal dengan “resultaat verbintenis “ yaitu suatu perikatan di mana 
salah satu pihak berjanji memenuhi prestasi pihak yang lain( adanya suatu 
yang dijanjikan oleh salah satu pihak). 
Sehingga berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan di depan, maka 
perlu kiranya kepentingan pasien juga diperhatikan dengan mengadakan 
perlindungan terhadap korban yang menderita kerugian dari kesalahan 
tenaga medis dengan mempercepat proses untuk mendapatkan ganti rugi.  
 
4. Pengertian Dan Kategori Tenaga Kesehatan 
Yang dimaksud dengan Tenaga Kesehatan menurut Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia No. 32 / 1996 Tentang Tenaga Kesehatan 
Pasal 1 (1) adalah “ setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang 
kesehatan serta memiliki pengetahuan dan / atau keterampilan melalui 
pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan 
kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. 
Menurut Undang-Undang No. 23 / 1992 Tentang Kesehatan , Pasal 1 
(3) yang dimaksud Tenaga kesehatan adalah “ setiap orang yang 
mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan 
atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis 
tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. 
Lain halnya menurut Peraturan Pemerintah RI No. 7 / 1987 Tentang 
Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan 
Kepada Daerah, disebutkan pada Pasal 1, yang dimaksud dengan Tenaga 
Kesehatan adalah setiap orang yang memperoleh pendidikan dan / atau 
latihan di bidang kesehatan dalam rangka penyelenggaraan upaya kesehatan. 
Yang dimaksud dengan Upaya Kesehatan menurut UU No. 23 /1992 
Tentang Kesehatan, Pasal 1 (2) Upaya Kesehatan adalah “setiap kegiatan 
untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh 
pemerintah dan/ atau masyarakat. 
Dari pengertian Tenaga Kesehatan diatas perlu untuk diketahui katagori 
dari tenaga kesehatan itu sendiri. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI 
No. 262 / Men. Kes / Per / VII / 1979 Tentang ketenagaan rumah sakit 
pemerintahan, ada tiga katagori yang dikenal, diantaranya ; 
a. Tenaga Medis Yakni lulusan fakultas kedokteran atau kedokterran 
gigi dan pasca sarjana yang memberikan pelayanan medis dan 
pelayanan penunjang medis. Kategori ini mencakup; 
1) dokter ahli 
2) dokter umum 
3) dokter gigi dll 
b. Tenaga paramedik perawatan, yaitu lulusan sekolah atau akademi 
perawat kesehatan yang memberikan pelayanan perawatan 
paripurna, yakni: 
a. penata rawat 
b. perawat kesehatan 
c. bidan 
d. perawat khusus, dan lain-lain 
c. Tenaga Paramedis Non Perawatan, yaitu lulusan sekolah atau 
akademi bidang kesehatan lainnya yang memberikan pelayanan 
penunjang, yakni; 
1) Analisis 
2) penata roentgen 
3) sarjana muda fioterapi 
4) sarjana muda gizi 
5) asisten analisis 
6) asisten apoteker 
7) pengatur rawat roentgen 
8) pengatur rawat gigi 
9) pengatur teknik gigi 
10) pengatur rawat gigi 
11) tenaga sanitasi 
12) penata anastesi, dan lain-lain 
Rincian tenaga kesehatan seperti yang tertuang di atas sangat 
penting terutama untuk menentukan tanggung jawab professional dan 
tanggung jawab hukumnya. 
 
 
 
 
 
 
 
B. Kerangka Pemikiran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOKTER, RUMAH SAKIT, 
PERAWAT, BIDAN, DAN 
PETUGAS KESEHATAN 
LAINNYA SEBAGAI 
PELAKU MEDIS 
PASIEN SEBAGAI 
KONSUMEN JASA 
MEDIS 
PERJANJIAN 
TIMBUL HAK DAN 
KEWAJIBAN 
TUNTUTAN 
PERLINDUNGAN 
KONSUMEN 
TANGGUNG 
JAWAB PELAKU 
MEDIS 
MENYIMPANG 
DARI ATURAN 
SESUAI  
ATURAN YANG 
ADA 
PEMBERIAN 
GANTI RUGI 
TERPENUHI 
TIDAK 
TERPENUHI 
GUGATAN 
KETERANGAN BAGAN: 
Pokok pembahasan utama dalam penelitian ini mengenai perlindungan 
pasien sebagai konsumen jasa di bidang medis. Pihak –pihak yang terkait adalah 
pasien sebagai konsumen dan pelaku medis (dokter, rumah sakit,perawat, bidan, 
dan petugas- petugas kesehatan lainnya). Adanya hubungan antara pasien dengan 
pelaku medis didahului dengan suatu perjanjian. Dengan adanya perjanjian 
tersebut maka timbul suatu hak dan kewajiban bagi masing- masing pihak. 
Berdasarkan konteks penulisan di sini, yang ditekankan adalah kewajiban pelaku 
medis dalam melindungi kepentingan pasien dan hak- hak yang harus diterima 
pasien dari pelaku medis.  
Banyaknya kasus- kasus yang terjadi di dunia medis yang seringkali 
merugikan pasien, baik inmateriil maupun materiil, menuntut adanya suatu 
perlindungan hukum terhadap pasien sebagai konsumen medis. Adapun 
perlindungan tersebut pada saat sekarang ini telah banyak di atur di dalam 
peraturan perundang- undangan yang ada di Indonesia. Dalam pemabahasan di 
sini ditekankan perlindungan yang ada di dalam KUHPer dan undang- undang lain 
yang mengaturnya. 
Sesuai dengan aturan hukum yang ada, salah satu perlindungan hukum 
terhadap pasien yang paling banyak digunakan dan sangat berpengaruh baik 
pasien maupun pihak medis ,yaitu dokter atau petugas kesehatan adalah suatu 
bentuk pemberian ganti rugi karena kesalahan ataupun kelalaian yang dilakukan 
oleh pihak medis. Hal tersebut terjadi karena pasien yang sadar hukum dan 
bertujuan melindungi haknya mengajukan gugatan atas kelalaian atau kesalahan 
tersebut. 
Dalam konteks ilmu hukum, merugikan orang lain sama artinya dengan 
telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum. Perlindungan terhadap pasien 
muncul akibat pihak medis (dokter/ petugas kesehatan) melakukan perbuatan 
melawan hukum yang berakibat merugikan pihak pasien. Dengan kata lain yang 
ditekankan adalah tanggung jawab pelaku medis terhadap tuntutan perlindungan 
hukum terhadap pasien. 
Perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad/tort) dalam hal ini suatu 
hal yang merugikam pasien, baik formil maupun materiil diatur di dalam KUHPer  
yaitu pada Pasal 1365, Pasal 1366, dan Pasal1367. 
Peraturan ini adalah suatu ketentuan umum yang berlaku bagi setiap orang, 
termasuk dokter, rumah sakit perawat, bidan dan tenaga kesehatan lainnya. 
Ketentuan ini bersifat imperative dan tidak dapat dielakkan. Sebagaimana 
diketahui bahwa hukum perdata kita masih merupakan peninggalan dari Bangsa 
Belanda (burgerlijjk Wetbook/ WB). 
Di samping peraturan perundang- undangan, dituntut adanya kesadaran 
hukum baik dari pasien dan pelaku medis untuk mewujudkan perlindungan 
terhadap konsumen. Salah satunya adalah kesadaran dari pihak pelaku medis 
dalam hal tanggung jawab medis terhadap pasien. Pada saat ini kenyataannya 
kesadaran hukum yang dimiliki para pelaku medis sangatlah kurang, khususnya 
dalam hal tanggung jawab medis. Sehingga banyak pasien yang merasa dirugikan 
oleh pihak pelaku medis, baik inmateriil maupun materiil.  
Kebanyakan dalam kenyataannya, pelaksanaan pertanggung jawaban oleh 
pelaku medis yang kurang memahami hukum tidak sesuai dengan aturan yang 
ada. Hal tersebut yang mendorong dan menjadi salah satu alasan yang kuat 
timbulnya gugatan oleh pihak pasien yang merasa dirugikan. Di lain pihak,  
kurangnya kesadaran hukum yang dimiliki pasien sebagai konsumen dalam dunia 
medis untuk memperjuangkan hak- haknya merupakan faktor atau hambatan 
dalam penegakan perlindungan pasien sendiri. 
 
 
 
C. Kajian singkat suatu kasus yang berkaitan dengan Perlindungan 
terhadap pasien 
Berkaitan dengan kasus yang disinggung oleh penulis dalam awal penulisan 
yang merupakan salah satu faktor pendorong bagi penulis untuk mengangkat tema 
perlindungan terhadap pasien, akan dibahas secara singkat mengenai kasus 
tersebut : 
1. Kasus Posisi :  
(No. Perkara: 28 / Pdt. G / 2003/ PN. DPS 
Kasus yang dialami oleh salah satu keluarga di daerah Bali. 
Penggugatnya yaitu sepasang suami istri, istri mengandung anak pertama 
dan pemeriksaan di Rumah Bersalin Ikatan Bidan Bali menyatakan kondisi 
bayi dan ibunya sehat, tidak ada kelainan apapun. Pemeriksaan itu diawasi 
oleh seorang dokter yang bertugas di sana. Suatu ketika istri tersebut merasa 
sakit pada perut seperti gejala akan melahirkan, kemudian suami membawa 
istrinya ke Rumah Bersalin Ikatan Bidan Bali. 
Tak lama kemudian salah satu bidan memeriksa detak jantung bayi dan 
memberi petunjuk tentang cara bernafas saat akan melahirkan. Selang waktu 
tiga tiga puluh, ada kecelakaan di depan Rumah Bersalin tersebut, bidan 
meninggalkan pasien yang akan melahirkan tadi. Dan setelah beberapa lama 
bidan kembali dam melakukan pemecahan ketuban. Saat ketuban pecah, 
bidan merasa bingung dan panik, setelah itu bidan menyuruh sang suami 
untuk membawa istrinya ke RSUP Sanglah Denpasar. 
Atas suruhan bidan tersebut, sang suami langsung membawa istrinya ke 
RSUP Sanglah Denpasar tanpa didampingi bidan yang menangani.  
Setibanya di RS, sang istri ditangani oleh tim medis RSUP Sanglah 
Denpasar, dan melahirkan seorang bayi tetapi dalam keadaan meninggal. 
Menurut keterangan pihak RSUP, bayi meninggal karena prolaps tali pusar 
dan kematian sudah dalam kandungan. Karena bidan tidak serius dan 
berhati- hati dalam menangani pasien, mengakibatkan kematian bayi 
pasangan suami istri tersebut. Pihak yang harus bertanggung jawab dalam 
hal ini adalah bidan dan pimpinan Rumah Bersalin yang bertanggung jawab 
penuh atas aktifitas dari Rumah Bersalin tersebut 
 
2. Putusan Hakim: 
Dengan melihat bukti baik yang diajukan oleh para penggugat dan 
mendengarkan keterangan dari para saksi maupun dari keterangan para 
tergugat, serta dengan beberapa pertimbangan hakim akhirnya Majelis 
hakim Pengadilan Negeri Denpasar memutuskan: 
a. menolak gugatan para penggugat seluruhnya. 
b. menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara. 
 
 Tenaga medis (bidan) dalam hal ini sudah melakukan tugas dengan 
baik, tetapi bidan juga kurang berhati- hati , karena seharusnya bidan 
mengetahui bahwa dari pihak pasien sangat memerlukan bantuan 
(ketidaktahuan pasien dalam bidang kesehatan). 
Dari Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 28/ Pdt. G/ 2003/ 
PN.Dps, yang menjadi perhatian penulis adalah mengenai Perlindungan 
Pasien sebagai Konsumen Jasa Pelayanan Medis dari kasus diatas. 
Dilihat dari ketentuan pasal 54 (2) UU No. 23/ 1992 tentang kesehatan 
menyatakan; penentuan ada tidaknya kesalahan atau sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) ditentukan oleh Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan dan 
didalam penjelasannya pasal tersebut maksud dari ayat (2) adalah untuk 
memberikan perlindungan yang seimbang dan obyektif baik kepada tenaga 
kesehatan maupun pihak penerima pelayanan kesehatan. Pertimbangan ada 
tidaknya kesalahan atau kelalaian atas penerapan standar profesi dilakukan 
oleh suatu Majelis. Majelis ini tidak hanya terdiri dari tenaga kesehatan saja, 
tetapi juga tenaga bidang lain yang berkaitan seperti ahli hukum, ahli 
psikologi, ahli sosiologi, ahli agama. 
Berdasarkan pasal 55 ayat (1) UU No.23/ 1992 berbunyi; Setiap orang 
berhak atas ganti rugi akibat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan tenaga 
kesehatan, dalam penjelasan UU tersebut dimaksud pemberian hak atas 
ganti rugi merupakan suatu upaya untuk memberikan perlindungan kepada 
setiap orang atas suatu akibat yang timbul, baik fisik maupun non fisik 
karena kesalahan atau kelalaian tenaga kesehatan. 
Dari kasus diatas, berdasarkan bukti dan keterangan saksi penggugat 
dan tergugat, bayi dari penggugat yang lahir di RS Sanglah dalam keadaan 
mati yang disebabkan oleh Prolaps Tali Pusar. 
Penulis berpendapat, bahwa bidan (tergugat) telah melakukan 
pertolongan dengan baik, dari pemeriksaan, maupun pemberian petunjuk 
saat mau melahirkan. Tetapi pada waktu ketuban penggugat pecah, bidan 
langsung menyuruh penggugat (suami) untuk segera membawa istrinya ke 
RS Sanglah. Kesalahan yang terlihat dalam kasus ini, pada saat suami 
(penggugat) membawa istrinya  ke RS, bidan seharusnya mendampingi 
istrinya langsung ke rumah sakit. Jika melihat kondisi dari istri sudah mau 
melahirkan, seharusnya bidan ada dan memberikan petunjuk ataupun 
bantuan lain guna membantu memperingan penderitaan pasien.  
Dalam hal ini sangat terlihat bahwa perlindungan terhadap keselamatan 
pasien sangat penting tetapi pada gambaran- gambaran nyata perlindungan 
terhadap pasien belum dapat terwujud. Masih banyak pasien yang tidak 
memperoleh haknya dalam hal pelayanan medis.  
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. HASIL PENELITIAN 
1. Substansi Materi Mengenai Perlindungan Pasien sebagai 
Konsumen Jasa Di Bidang Pelayanan Medis. 
a. Perlindungan Konsumen yang diatur dalam KUHPerdata dan UU 
lainnya 
KUHPerdata memberikan perlindungan terhadap konsumen dalam 
artian pasien dengan tujuan untuk melindungi kepentingan pasien serta 
melindungi pihak pasien dalam hal perbuatan melawan hukum serta 
wanprestasi yang diperbuat oleh pelaku/ tenaga medis, yang dapat 
merugikan pasien. Sehingga perlindungan terhadap konsumen yaitu 
pasien dirasa penting untuk diatur di dalam KUHPerdata. Adanya 
kerugian serta upaya perlindungan terhadap pasien didahului dengan 
adanya perjanjian antara pasien dengan pelaku / tenaga medis. Yang 
disoroti di sini adalah dokter. 
Perlindungan terhadap konsumen dianggap penting dan menjadi 
perhatian publik, sehingga KUHPerdata mengatur tentang perlindungan 
terhadap konsumen termasuk di dalamnya pasien yang merupakan 
konsumen jasa medis. Pada dasarnya KUHPerdata mengatur mengenai 
perlindungan terhadap perseorangan sebagai konsumen, sesuai dengan 
konteks konsumen yang dimaksud di sini adalah pasien. KUHPerdata 
memberikan perlindungan terhadap konsumen dalam artian pasien 
dengan tujuan untuk melindungi kepentingan pasien serta melindungi 
pihak pasien dalam hal perbuatan melawan hukum serta wanprestasi 
yang diperbuat oleh petugas medis, yang dapat merugikan pasien. 
Selain KUHPerdata, masalah mengenai perlindungan pasien sebagai 
konsumen juga diatur dalam perundangan lain. Peraturan- peraturan 
yang berkaitan dengan perlindungan pasien sebagai konsumen adalah 
sebagai berikut : 
1) Pengaturan di dalam KUHPerdata 
Masalah mengenai perlindungan konsumen dirasa sangat 
penting dan menjadi sorotan yang tajam di lingkungan masyarakat. 
Karena hal tersebut segala peraturan yang mengatur mengenai 
perlindungan konsumen juga menjadi pedoman dalam pelaksanaan 
penegakan perlindungan tersebut di dalam masyarakat. Dalam 
pengaturan KUHPerdata ada beberapa pasal yang berkaitan dengan 
perlindungan pasien sebagai konsumen jasa medis, diantaranya 
Pasal 1320, 1338, 1365, 1366, dan 1367. 
Dalam suatu peristiwa yang mana mengakibatkan kerugian 
terhadap seseorang, maka sudah tentu merupakan kewajiban dari 
pihak yang melakukan kesalahan mengganti kerugian tersebut. 
Seseorang dalam hal ini korban, dari tindakan tersebut mengalami 
kerugian baik material maupun inmaterial sehingga adalah wajar 
apabila mereka yang dirugikan tersebut mendapat imbalan berupa 
ganti rugi dari pihak yang merugikan. Berkaitan dengan 
perlindungan pasien, hal mengenai ganti rugi atas kesalahan atau 
kelalaian tersebut dimaksudkan agar menghindari adanya suatu 
kesalahan atau kelalaian. Dapat dikatakan sebagai tindakan 
preventif dalam melindungi pasien. 
Dalam menentukan pertanggungjawaban suatu tindakan yang 
mana salah satu pihaknya dirugikan (konsumen), maka pihak 
korban dapat memperoleh sejumlah ganti kerugian yang 
sepantasnya guna pembiayaan kerugian yang telah dideritanya. Hal 
tersebut terjadi sehubungan dengan adanya suatu resiko yang harus 
diterima dan tidak dapat dibalikkan kepada orang lain, sebab 
dengan terjadinya kesalahan yang menimbulkan korban, tidak 
terlepas dari kerugian yang ditimbulkan. Sehingga, pada pihak 
penimbul kerugian wajib untuk memberikan sejumlah ganti 
kerugian pada korbannya. Menurut hukum yang berlaku 
menyebutkan bahwa si pelaku perbuatan berkewajiban memberi 
ganti kerugian pada seorang penderita kerugian. 
Mengenai perlindungan hukum terhadap pasien sebagai 
konsumen jasa pelayanan medis ada ketentuan yang mengatur. 
Pada dasarnya ketentuan yang mengatur perlindungan hukum bagi 
konsumen salah satunya dapat dijumpai Pasal 1365 KUH Perdata. 
Di samping itu Pasal 1365 KUH Perdata berisikan ketentuan antara 
lain sebagai berikut: “Tiap perbuatan melawan hukum, yang 
membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang 
karena salahnya menerbitkan kerugian tersebut”. 
2) Perlindungan pasien sebagai konsumen diatur di dalam  
KUHPerdata dan Perundangan lainnya. 
Dalam Undang-undang No.8/ Tahun 1999 tentang 
perlindungan konsumen tidak diatur dengan jelas mengenai pasien, 
tetapi pasien dalam hal ini juga merupakan seorang konsumen. Di 
dalam UU RI No. 23 / Tahun 1992 tentang kesehatan disebutkan 
juga perlindungan terhadap pasien, yaitu Pasal 55 yang berisikan 
ketentuan antara lain sebagai berikut: 
a) Setiap orang berhak atas ganti rugi akibat kesalahan atau 
kelalaian yang dilakukan tenaga kesehatan, 
b) Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
Pemberian hak atas ganti rugi merupakan suatu upaya untuk 
memberikan perlindungan bagi setiap orang atas suatu akibat yang 
timbul, baik fisik maupun non fisik karena kesalahan atau kelalaian 
tenaga kesehatan. Perlindungan ini sangat penting karena akibat 
kelalaian atau kesalahan itu mungkin dapat menyebabkan kematian 
atau menimbulkan cacat yang permanen. 
 
b. Perjanjian Pasien dan Dokter 
Hubungan dokter dan pasien dalam bidang perdata disebut dengan 
perjanjian terapeutik. Dokter harus berhati-hati bertindak dalam 
menanggapi kepercayaan pasien. Apabila tindakan dokter dilakukan 
tanpa seizin pasien, sedangkan risiko dari tindakan itu dapat 
menyebabkan cacat, maka pasien dapat menggugat dokter berdasarkan 
wanprestasi dan onrechtmatig daad yang diatur dalam Pasal 1843 
sampai dengan Pasal 1889 KUHPerdata dan Pasal 1365, serta Pasal 
1366 KUHPerdata. 
Latar Belakang disusunnya peraturan perundang-undnagan di 
bidang pelayanan kesehatan, adalah karena adanya kebutuhan : 
1) Pengaturan pemberian jasa keahlian. 
2) Tingkat kualitas keahlian tenaga kesehatan. 
3) Pengendalian biaya. 
4) Kebebasan warga masyarakat untuk menentukan 
kepentingannya  serta identifikasi kewajiban pemerintah. 
5) Perlindungan hukum pasien. 
6) Perlindungan hukum tenaga kesehatan. 
7) Perlindungan hukum pihak ketiga. 
8) Perlindungan hukum bagi kepentingan umum. 
 
Adanya perjanjian atau transaksi antara pasien dan Petugas Medis 
atau Tenaga Kesehatan menimbulkan hubungan antara kedua belah 
pihak sehingga secara tidak langsung terdapat hak dan kewajiban 
masing- masing pihak. Hubungan antara pasien dengan Petugas medis 
berkaitan dengan perlindungan terhadap pasian sebagai konsumen jasa, 
tetap memperhatikan kode etik Tenaga Kesehatan. Di dalam 
KUHPerdata diatur adanya perlindungan terhadap konsumen mengingat 
hubungan antara tenaga kesehatan khususnya dokter dengan konsumen 
(pasien) terjadi karena suatu perjanjian. Segala hal mengenai perjanjian 
dan akibat hukumnya diatur dalam KUHPerdata, sehingga perlindungan 
terhadap konsumen dalam hal ini pasien tidak luput dari pengaturan 
dalam KUHPerdata tersebut. 
Hubungan tenaga kesehatan dengan pasien dilihat dari aspek 
hukum adalah hubungan antara subyek hukum dengan subyek hukum. 
Hubungan hukum selalu menimbulkan hak dan kewajiban yang timbal- 
balik. Hak tenaga kesehatan (dokter ataupun tenaga kesehatan lain) 
menjadi kewajiban pasien, dan hak pasien menjadi kewajiban tenaga 
kesehatan. 
Hubungan tenaga kesehatan dan pasien adalah hubungan dalam 
jasa pemberian pelayanan kesehatan. Tenaga kesehatan sebagai pemberi 
jasa pelayanan kesehatan dan pasien sebagai penerima jasa pelayanan 
kesehatan. Hubungan hukum antara tenaga kesehatan dengan pasien 
adalah apa yang dikenal sebagai perikatan (verbintenis). Dasar dari 
perikatan yang berbentuk antara tenaga kesehatan, sebut saja (dokter) 
dengan pasien biasanya adalah perjanjian, tetapi dapat saja terbentuk 
perikatan berdasarkan undang-undang. Apapun dasar dari perikatan 
antara dokter dan pasien, selalu menimbulkan hak dan kewajiban yang 
sama, karena dokter dalam melakukan pekerjaannya selalu 
berlandaskan kepada apa yang di kenal sebagai profesi dokter, yaitu 
pedoman dokter untuk menjalankan profesinya dengan baik. 
Dalam hukum Perikatan sebagaimana diatur di dalam KUHPerdata, 
menentukan ada dua bentuk perikatan, yaitu perikatan upaya 
(inspanningverbintenis), yaitu suatu perikatan di mana salah satu pihak 
memberikan suatu upaya dan pihak yang lain menerima upaya sesuai 
dengan yang diperjanjikan bersama, dan perikatan hasil (resultaat 
verbintenis) yaitu suatu perikatan di mana salah satu pihak berjanji 
memenuhi prestasi pihak yang lain( adanya suatu yang dijanjikan oleh salah 
satu pihak). 
Pada perikatan upaya maka prestasi yang harus diberikan adalah 
ikhtiar, yaitu upaya semaksimal mungkin. Dengan kata lain kedua belah 
pihak yang berjanji berdaya upaya secara maksimal untuk mewujudkan 
apa yang diperjanjikan. Sedangkan pada perikatan hasil, yakni 
perjanjian bahwa pihak yang berjanji akan memberikan suatu resultaat, 
yaitu suatu hasil yang nyata sesuai dengan apa yang diperjanjikan. 
Menurut Hermin Hadiati. K,  perjanjian antara dokter dengan 
pasien termasuk pada perjanjian inspaningsverbintenis atau perikatan 
upaya, Hubungan hukum ini tidak menjanjikan sesuatu (kesembuhan 
atau kematian), karena obyek dari hubungan hukum itu berupa upaya 
dokter berdasarkan ilmu pengetahuan dan pengalamannya (menangani 
penyakit) untuk menyembuhkan pasien. 
Hubungan antara pasien dan dokter atau tenaga medis serta akibat 
hukumnya berupa hak dan kewajiban  dijelaskan sebagai berikut :  
1) Hubungan Hukum Antara Pasien Dengan Petugas 
Medis/Tenaga Kesehatan 
Hubungan antara pasien dengan tenaga medis khususnya 
dokter berkaitan dengan kode etik dokter yang dapat 
mempengaruhi pelaksanaan perlindungan terhadap pasien dalam 
hal pelayanan medis. Kode Etik adalah Pedoman Tingkah Laku 
Dokter. Kode Etik Kedokteran harus diartikan sebagai pedoman 
tingkah laku bagi pelaksanaan profesi medis. Etika dalam 
kaitannya dengan filsafat dapat diartikan dalam dua hal, yaitu :  
a) Syarat- syarat yang diperlukan untuk memberikan batas-
batas bagi apa yang disebut sebagai perbuatan yang benar, 
baik, dan apa yang disebut sebagai summum bonum, yaitu 
batasan untuk sesuatu yang dikatakan baik dan benar.  
b) Etika dalam kaitannya dengan profesi tidak lain daripada 
suatu konsensus, suatu kesepakatan bersama di antara 
pendapat para ahli dalam menentukan hal-hal yang 
berhubungan dengan standar profesional.  
Dalam arti yang demikian, maka etika sangat erat berkait 
dengan : perilaku yang berisikan hak dan kewajiban 
berdasarkan perasaan moral; serta perilaku yang sesuai 
untuk mendukung standar profesi. Sehingga etika dapat 
disebut sebagai filsafat tentang tindakan manusia.  
 
Adanya hubungan yang erat antara kode etik dengan tingkah 
laku atau profesi seorang dokter, yang di sini merupakan tenaga 
medis harus menjadi salah satu faktor penting yang berkaitan 
dengan penegakan perlindungan terhadap pasien. Dikatakan 
sebagai faktor yang penting karena tingkah laku atau perbuatan 
seorang dokter berpengaruh langsung terhadap pasiennya. 
2) Menurut Hukum Perdata, Hubungan dokter dan pasien 
dapat terjadi karena dua hal, yakni :  
a)  Berdasarkan Perjanjian ( ius contractu ) 
Perjanjian adalah hubungan hukum antara kedua belah 
pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan 
akibat hukum (Mertokusumo, 1986: 96). Ada tiga unsur 
perjanjian : 
(1) Essentialia 
Yaitu unsur yang mutlak harus ada di dalam 
perjanjian. Unsur ini mutlak karena mempengaruhi 
keabsahan dari perjanjian ini. Syarat sahnya perjanjian 
antara lain adalah : 
· Adanya kesepakatan. 
· Kecakapan bertindak dari para pihak. 
· Ada obyek yang diperjanjikan. 
· Ada sebab yang halal. 
(2) Naturalia 
Yaitu unsur yang melekat secara alamiah tanpa 
diperjanjikan secara khusus. Misalnya dokter hendak 
melakukan tindakan medis terhadap pasiennya, meskipun 
dalam perjanjian dokter dengan pasien tidak disebutkan 
jaminan keselamatan pasien, namun keselamatan harus 
menjadi prioritas utama seorang dokter. Jaminan 
keselamatan ini merupakan unsur naturalia yang melekat 
pada perjanjian antara dokter dengan pasien. 
 
(3) Accidentalia 
Yaitu unsur yang harus dimuat secara tegas di dalam 
perjanjian. 
 
Selain unsur perjanjian terdapat asas- asas yang harus juga 
dipenuhi di dalam setiap perjanjian. Asas tersebut adalah 
a)  KONSENSUALISME (kesepakatan).  
Kata sepakat sangat besar pengaruhnya di dalam 
perjanjian. Hal ini disebabkan karena kata sepakat 
tersebut dapat menimbulkan akibat hukum jika 
dipenuhi atau tidak dipenuhi. Kata sepakat inilah yang 
melahirkan hak dan kewajiban pada masing- masing 
pihak yang terlibat di dalam perjanjian. 
b) PACTA SUNT SERVANDA (perjanjian mengikat 
para pihak) 
c) KEBEBASAN BERKONTRAK (bebas menentukan 
isi perjanjian) 
Selama yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan 
hal- hal yang melanggar hukum, etika, dan kesusilaan. 
 
\ 
b)   Berdasarkan Hukum ( ius delicto ) 
Di sinilah berlaku prinsip barang siapa menimbulkan 
kerugian pada orang lain, harus memberikan ganti rugi atas 
kerugian tersebut. Selanjutnya perjanjian sendiri dapat 
dirumuskan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang 
dilakukan secara sukarela oleh dua orang / lebih yang 
bersepakat untuk memberikan prestasi satu kepada lainnya. 
Sahnya suatu perjanjian Pasal 1320 KUH Perdata 
menyebutkan syarat-syaratnya, yaitu : 
(1) Adanya kesepakatan mereka yang mengikat dirinya, 
Yaitu bahwa kedua subyek yang mengadakan 
perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia sekata 
mengenai hal-hal pokok dari perjanjian itu. Mereka 
menghendaki suatu yang sama secara timbal- balik. Tidak 
dianggap sah jika kesepakatan itu diberikan karena: 
(a) salah pengertian atau paksaan; 
(b) pemerasan atau paksaan; 
(c) adanya penipuan; 
 
(2) Adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan 
antara dokter dan pasien. 
Orang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut 
hukum. Pada dasarnya orang yang sudah dewasa atau akil 
baliq dan sehat pikirannya serta mempunyai kecakapan 
untuk melakukan perbuatan hukum. Dalam Pasal 1330 
KUH Perdata menyebutkan mereka sebagai orang-orang 
yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian, yaitu; 
(a) orang- orang yang belum dewasa; 
(b) mereka yang berada di bawah pengampuan ; 
(c) orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan 
oleh undang- undang dan semua orang kepada 
siapa siapa undang- undang telah melarang 
membuat suatu perjanjian tertentu. 
 
(3) Adanya suatu hal tertentu. 
Disebutkan bahwa suatu perjanjian harus mengenai 
suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan oleh hak-
hak dan kewajiban- kewajiban kedua belah pihak jika 
timbul suatu perselisihan. Terhadap hal atau barang yang 
diperjanjikan itu haruslah tentang suatu yang sudah tentu 
jenis atau halnya. 
 
(4) Adanya suatu sebab yang halal 
Suatu sebab yang dimaksud dalam perjanjian adalah 
isi dari perjanjian itu sendiri. Artinya perjanjian tersebut 
tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, 
kesusilaan dan ketertiban umum. Di dalam Pasal 1337 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa 
suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh 
undang-undang atau apabila berlawanan dengan 
kesusilaan baik atau ketertiban umum. Syarat suatu hal 
tertentu dan sebab yang halal merupakan syarat obyektif 
dalam perjanjian sehingga bila syarat ini tiidak dipenuhi, 
maka perjanjian itu dianggap tidak pernah lahir sehingga 
tidak pernah ada akibat hukumnya. 
Dua syarat pertama, dinamakan syarat- syarat 
subyektif, karena mengenai orang-orang atau subyeknya 
yang mengadakan perjanjian, sedang syarat kedua terakhir 
dimana syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya 
sendiri oleh obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan 
itu. Selanjutnya apabila perjanjian itu memenuhi syarat 
subyektif dan syarat obyektif yang tercantum dalam Pasal 
1320 KUH Perdata, maka:  
(a) Isi perjanjian mengikat para pihak sebagai 
undang-undang; 
(b) Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali 
(c) Perjanjian yang yang telah disepakati itu harus 
dilaksanakan dengan baik, jujur dan rela; 
(d) Para pihak tidak saja terkait pada apa saja yang 
terancam dalam perjanjian, tetapi juga oleh 
kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang. 
  
c. Hak dan Kewajiban Para Tenaga Medis 
Dengan adanya perkembangan hubungan antara pasien dengan 
tenaga kesehatan, yang kemudian mengarah kepada suatu hubungan 
hukum, maka muncullah hak- hak dan kewajiban dipihak pasien dengan 
tenaga kesehatan. Dasar hukum yang melandasi adanya hak dan 
kewajiban tenaga atau petugas medis adalah Pasal 1338 KUHPerdata. 
Dalam perjanjian yang di buat oleh para pihak secara bebas dan itu sah, 
maka mengikat pihak- pihak yang terkait. Sehingga secara tidak 
langsung akan mengikat serta menuntut hak dan kewajiban pihak- pihak 
yang terkait tersebut. Selain itu, hak dan kewajiban tenaga/petugas 
medis dijabarkan secar rinci dalam UU yang mengaturnya seperti UU 
No. 23/ Tahun 1992 tentang kesehatan.  
Mengingat hak dan kewajiban dari tenaga kesehatan sangat luas, 
maka penulis menyebutkan akan hak dan kewajiban dari salah satu 
tenaga kesehatan. 
1) Kewajiban Dokter, salah satu Petugas Medis yang berperan 
besar dalam dunia medis adalah Dokter. Adapun kewajiban- 
kewajiban dokter sebagai berikut : 
1. Setiap dokter harus menjunjung tinggi, menghayati, dan 
mengamalkan sumpah dokter. 
2. Seorang dokter harus senantiasa melakukan profesinya 
menurut ukuran tertinggi. 
3. Dalam melakukan pekerjaan kedokteran, seorang dokter 
tidak boleh dipengaruhi oleh pertimbngan keuntungan 
pribadi. 
4. Sikap dokter wajib melindungi pasiennya 
5. Dalam melakukan pekerjaannya, seorang dokter harus 
mengutamakan kepentingan masyarakat dan 
memperhatikan semua aspek pelayanan kesehatan yang 
menyeluruh. 
6. Setiap dokter wajib bersikap tulus ikhlas dan menggunakan 
semua ilmu dan keterampilannya untuk kepentingan pasien. 
 
2) Hak- hak dokter, selain memiliki kewajiban, dokter 
mempunyai hak termasuk salah satunya yang berkaitan dengan 
perjanjian terhadap pasien, yaitu sebagai berikut : 
a) Melakukan praktek dokter setelah memperoleh surat ijin 
dokter dan surat ijin praktek; 
b) Memperoleh informasi yang benar dan lengkap dari 
pasiennya tentang penyakitnya; 
c) Bekerja sesuai standart profesi; 
d) Menolak melakukan tindakan medis yang bertentangan 
dengan etika, hukum, agama dan hati nuraninya; 
e) Hak atas privasi dokter; 
f) Ketentraman bekerja; 
g) Mengeluarkan surat- surat keterangan dokter; 
h) Menerima imbalan jasa; 
i) Hak membela diri; 
 
3) Kewajiban Perawat, adalah sebagai berikut : 
a) Mematuhi semua institusi yang bersangkutan. 
b) Memberikan pelayanan atau asuhan keperawatan sesuai 
dengan standart profesi dan batas- batas kegunaanya. 
c) Perawat wajib menghormati hak pasien. 
d) Wajib memberika kesempatan beribadah kepada pasiennya. 
e) Wajib berkolaborasi dengan tenaga medis atau petugas 
medis lainnya dalam memberikan pelayanan kesehatan dan 
keperawatan. 
f) Wajib memberikan informasi yang akurat tentang tindakan 
keperawatan yang diberikan kepada pasien sesuai dengan 
kemampuannya. 
g) Wajib meningkatkan mutu pelayanan keperawatan sesuai 
standar profesi keperawatan. 
h) Wajib membuat dokumentasi asuhan keperawatan secara 
akurat dan berkesinambungan. 
i) Wajib mengikuti perkembangan IPTEK 
j) Wajib merahasiakan segal sesuatu yang diketahui tentang 
pasien kecuali dimintai keterangan oleh yang berwenang 
atau dokter yang ikut menangani pasien tersebut. 
k) Wajib memenuhi hal- hal yang telah disepakati atau 
perjanjian yang telah dibuat sebelumnya terhadap institusi 
tempatnya bekerja. 
 
4) Hak- hak Perawat, adalah sebagai berikut : 
a) Mendapat perlindungan hukum 
b) Mengembangkan diri melalui pendidikan spesialis sesuai 
latar belakang pendidikannya. 
c) Menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan 
undang- undang. 
d) Mendapat informasi yang lengkap dari pasien. 
e) Mendapat perlakuan yang sopan, adil, jujur dan baik. 
f) Mendapat jaminan perlindungan terhadap resiko kerja yang 
menimbulkan bahaya fisik dan stress emsional. 
g) Berhak atas privasi dan menuntut jika nama baiknya 
dicemarkan. 
h) Berhak menolak untuk dimutasikan atau dipindahkan ke 
tempat tugas lain untuk melakukan tindakan yang 
bertentangan dengan standar profesi keperawatan, undang- 
undang dan kode etik keperawatan. 
i) Berhak mendapatkan penghargaan dan imbalan. 
j) Melakukan praktek profesi dalam batas hukum yang 
berlaku. 
 
5) Kewajiban Apoteker, adalah sebagai berikut : 
a) Menjamin pelayanan pemberian obat kepada pasien dengan 
penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku. 
b) Memelihara dan melindungi sediaan farmasi dari pengaruh 
cuaca, temperature, bencana alam, serangga, lain- lain yang 
menurunkan kualitas obat. 
c) Menjaga kerahasian pasien 
d) Menjaga lingkungan kebersihan apotek 
e) Memberikan layanan konseling dan residensial 
f) Memberikan informasi yang benar mengenai efek samping 
dan kontra indikasi obat 
g) Menjamin bahwa obat- obatan berbahayatermasuk 
narkotika hanya diberikan bila perlu. 
h) Menjaga mutu pelayanan 
 
6) Hak- hak Apoteker, adalah sebagai berikut : 
a) Mendapatkan penghargaan dan imbalan yang layak 
b) Mendapat perlindungan hukum 
c) Menolak melakukan konspirasi atau persetujuan yang 
bertentangan dengan kemanusiaan dan keadilan. 
 
7) Kewajiban Petugas Rekam Medik, adalah sebagai berikut : 
a) Wajib menghormati hak pasien 
b) Menjaga kerahasiaan identitas, data kesehatan pribadi 
pasien 
c) Membuat dan memelihara rekam medis 
d) Mematuhi standar profesi 
e) Melaksanakan tugas yang di berikan dengan penuh 
tanggung jawab, disiplin, ketelitian dan kehati- hati 
 
8) Hak- hak Petugas Rekam Medik, adalah sebagai berikut: 
a) Memperoleh perlindungan hukum. 
b) Memperoleh penghargaan dan honorarium yang pantas 
karena telah melakukan tugasnya. 
 
d. Hak dan kewajiban Pasien sebagai Konsumen 
Mengenai hak dan kewajiaban, dasar hukum  atau aturan yang 
mengaturnya sama dengan hak dan kewajiban petugas/ tenaga/pelaku 
medis, yaitu Pasal 1338 KUHPerdata. Perjanjian terapeutik merupakan 
suatu perjanjian yang dibuat antara pasien dengan dokter selaku pelaku 
medis. Sehingga perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak dan 
secara tidak langsung mengikat dan menuntut hak dan kewajiban dari 
kedua belah tersebut. Dalam kontrak teraupetik ada dua macam hak 
asasi yang merupakan hak dasar manusia, yang mana hal ini erat 
hubungannya dengan pasien dalam mengambil sikap yaitu; 
 
 
 
1) Hak Pasien, adalah sebagai berikut : 
1. Hak untuk menentukan nasibnya sendiri 
Adalah hak ini baru mempunyai efek apabila manusia 
sebagai individu mendapat kesempatan secara mandiri untuk 
dengan bebas dan dengan tanggung jawab sendiri memutuskan 
apa yang menjadi tujuan hidupnya. Mandiri maksudnya, 
bahwa pasien bertanggung jawab penuh atas apapun keputusan 
yang telah diambilnya. Kemandirian dalam kaitannya dengan 
unsur pertanggung jawaban hanya dimiliki oleh mereka yang 
telah dewasa.  
Hak untuk menentukan nasib sendiri dapat diartikan dalam 
dua hal; 
(1) Hak untuk menentukan sejauh mungkin segala 
sesuatu yang berhubungan dengan tubuh dan rohani, 
(2) Hak untuk merencanakan, membentuk dan 
mengembangkan dirinya sebagaimanan yang 
dikehendakinya. 
 
2. Hak atas informasi 
Adalah hak untuk menentukan nasib sendiri tidak 
mungkin terwujud secara optimal bila tidak didampingi oleh 
hak atas atas informasi, karena keputusan akhir mengenai 
penentuan nasibnya itu sendiri itu dapat diberikan apabila 
pengambilan keputusan tersebut memperoleh informasi yang 
lengkap tentang segala untung dan ruginya apabila suatu 
keputusan tidak diambil. Hak pasien menurut DR. Wila 
Chandrawila Supriadi : 
(1) Hak atas informasi,  
adalah hak pasien untuk mendapatkan informasi 
dari dokter , tentang hal- hal yang berhubungan 
dengan kesehatannya 
(2) Hak atas persetujuan  
yaitu hak asasi pasien untuk menerima atau 
menolak tindakan medik yang ditawarkan oleh dokter, 
setelah dokter memberikan informasi. 
(3) Hak atas rahasia kedokteran 
yaitu keterangan yang diperoleh dokter dalam 
melaksanakan profesinya, dikenal dengan nama 
rahasia kedokteran. Dokter berkewajiban untuk 
merahasiakan keterangan tentang pasien (penyakit 
pasien) Kewajiban dokter ini, menjadi hak pasien. 
Hak ini merupakan hak individu dari pada pasien. 
(4) Hak atas pendapat kedua (second opinion)  
adalah kerjasama antara dokter pertama dengan 
dokter kedua. Dokter pertama akan memberikan 
seluruh hasil pekerjaannya kepada dokter kedua. 
Kerjasama ini atas inisiatif dari pasien. Dengan hak 
ini maka keuntungan lebih besar. Pertama, pasien 
tidak perlu mengulangi pemeriksaan ruti lagi. Kedua, 
dokter yang pertama dapat berkomunikasi dengan 
dokter yang kedua, sehingga dengan keterbukaan dari 
para pakar, dapat menghasilkan pendapat yang lebih 
baik. 
(5) Pasien juga memiliki hak konfidensialitas  
yaitu yang menjamin di depan meja hijau 
sekalipun bahwa semua informasi tentang dirinya, 
keadaan fisik dan penyakitnya, harus dipercayakan 
kepada dokter. 
 
Mengenai hak informasi dalam pelayanan kesehatan 
sebagaimana dikatakan oleh Bailey bahwa: in a true life 
threatening emergency there is no problem with the obtaining 
of an informed concent. In the absence of a valid consent from 
a sane and sober adult patient, or from the parent orcommittee 
of a minor of incompetent person, consent is implied and 
physician has a positive duty to proceed with any reasonable 
effort to savage life or limb. 
 
2) Kewajiban Pasien, adalah sebagai berikut : 
a) Kewajiban Kewajiban Pasien. 
b) Pasien dalam hal ini mempunyai kewajiban yang paling 
penting adalah kewajiban bahwa ia tidak menyalahgunakan 
haknya. 
c) Selain itu pasien harus dapat bekerjasama dengan tenaga 
kesehatan apabila telah ada persetujuan. 
d) Pasien dalam hal ini juga harus mentaati aturan- aturan yang 
ada pada sarana kesehatan. 
e) Pasien juga mempunyai kewajiban untuk memberikan 
informasi medik dan mentaati nasehat dari tenaga 
kesehatan. 
f) Pasien berkewajiban memberikan imbalan jasa kepada 
tenaga kesehatan. 
 
e. Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum 
Suatu upaya untuk menegakkan perlindungan terhadap pasien 
sebagai konsumen jasa medis, timbul karena banyaknya penyimpangan 
yang dilakukan oleh pelaku medis khususnya dokter. Bentuk 
penyimpangan perjanjian antara dokter dengan pasien yang dapat 
merugikan pasien adalah : 
1) Wanprestasi (Pasal 2139 KUH Perdata) 
2) Perbuatan melanggar hukum (Pasal 1365 KUH Perdata) 
3) Melalaikan kewajiban (Pasal 1367 KUH Perdata) 
4) Kelalaian yang mengakibatkan kerugian (Pasal 1366 KUH Perdata) 
 
Adanya wanprestasi dan perbuatan melawan hukum tersebut yang 
mendorong perlunya pengaturan di dalam perundang- undangan 
mengenai perlindungan pasien sebagai konsumen jasa medis dan 
KUHPerdata sebagai pedoman pokok dalam upaya pengaturan 
mengenai perlindungan tersebut. 
Mengenai wanprestasi atau cidera janji (Subekti, 2003: 45) dalam 
hukum perdata dikatakan, bahwa seseorang dianggap melakukan 
wanprestasi apabila (Jurnal Gloria Juris, 2006: 17) : 
1) Tidak melakukan apa yang disepakati untuk dilakukan 
2) Melakukan apa yang diperjanjikan, tetapi terlambat 
3) Melakukan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana 
yang diperjanjikan 
4) Melakukan sesuatu yang menurut hakikat perjanjian tidak 
boleh dilakukan. 
 
Van Bemmelen memberikan pengertian mengenai tindakan 
melawan hukum sebagai berikut : 
1) Bertentangan dengan ketelitian; 
2) Bertentangan dengan kewajiban; 
3) Melakukan tindakan tanpa hak; 
4) Bertentangan dengan hak orang lain; 
5) Bertentangan dengan hukum. 
 
Sedangkan unsur- unsur dari perbuatan melawan hukum, yang 
digunakan oleh pasien sebagai alasan bahwa pasien telah dirugikan 
adalah sebagai berikut : 
1) Adanya kesalahan atau kelalaian (dari petugas medis); 
2) Adanya hubungan kausal antara kerugian dan kesalahan; 
3) Perbuatan itu melawan hukum. 
Selain wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, ada pula yang 
disebut dengan kelalaian. Kelalaian juga dapat menyebabkan kerugian 
bagi pasien. Definisi kelalaian yang tertua adalah dari Alderson. B 
(1853) yang berbunyi sebagai berikut : “ Negligence is the omission to 
do something which a reasonable man, guided upon those 
considerations which ordinary regulate the conduct of human affairs, 
would do, or doing something which a prudent and reasonable person 
man would not do”. 
Yang artinya adalah : 
“Kelalaian adalah lalai tidak melakukan sesuatu yang oleh seorang 
yang wajar berdasarkan pertimbangan yang umum mengatur sikap 
tindak manusia, akan melakukan, atau tidak melakukan sesuatu yang 
seorang lain yang berhati- hati dan wajar tidak akan melakukan.” 
Sedangkan di dalam keputusan Pengadilan “Bost v. Riley, 
Hammon and Catamba Memorial Hospital”, berbunyi sebagai 
berikut: “negligence is the lack of ordinary care. It is the failure to do 
what areasonable carefull and prudent personwould have done, or the 
doing of something which a reasonable person would not have done on 
the occasion inquestion”( Julius Landwirth). 
Yang artinya adalah : 
“Suatu prinsip dasar dari hukum bahwa setiap orang mempunyai 
kewajiban dengan cara dan ukuran yang wajar, mengusahakan dalam 
melakukan sesuatu agar menghindari tindakan yang bisa mencederai 
orang lain yang dapat dibayangkan bisa timbul.” 
 
2. Bentuk Perlindungan Terhadap Pasien Sebagai Konsumen Jasa 
Pelayanan Medis 
a. Kerugian Pasien 
Banyak pihak yang berpendapat bahwa pasien di dalam pelayanan 
medis selalu berada pada posisi yang lemah jika dibandingkan dengan 
tenaga kesehatan, sehingga akibat dari ketidakpuasan salah satu pihak, 
akan selalu mengakibatkan kerugian yang lebih besar bagi pasien. Hal 
ini dikarenakan ketidaktahuan atau masih awamnya pengetahuan yang 
dimiliki pasien. 
Dari tindakan yang dilakukan tenaga kesehatan tidak tertutup 
kemungkinan terjadi kelalaian. Terhadap kelalaian/ kesalahan dari 
tenaga kesehatan di dalam melaksanakan tugasnya, tentu saja sangat 
merugikan pihak pasien selaku konsumen. Dari kelalaian/ kesalahan 
tenaga kesehatan dalam pelayanan medis kemungkinan berdampak 
sangat besar dari akibat yang ditimbulkan, apakah dari pasien 
mengalami gangguan- gangguan dari hasil yang dilakukan, atau bisa 
juga menyebabkan cacat / kelumpuhan atau yang paling fatal meninggal 
dunia. Dan hal tersebut tentu saja sangat merugikan pihak pasien. 
Yang dimaksud dengan kerugian fisik adalah hilangnya atau tidak 
berfungsinya seluruh atau sebagian organ tubuh, sedangkan kerugian 
non fisik berkaitan dengan martabat seseorang. 
Kerugian yang dialami pasien dapat diminta ganti kerugian terhadap 
tenaga ksehatan yang melakukan kelalaian / kesalahan. Tetapi tidak 
semua kerugian dapat dimintakan penggantian. Undang-Undang dalam 
hal ini mengadakan pembatasan, dengan menetapkan hanya kerugian 
yang dapat dikira-kirakan atau diduga pada waktu perjanjian dibuat dan 
yang sungguh dianggap sebagai suatu akibat langsung dari kelalaian si 
pelaku saja dapat dimintakan penggantian. 
Apabila terjadi perbuatan melawan hukum, dalam arti tenaga 
kesehatan melakukan kesalahan/ kelalaian, tetapi kesalahan/ kelalaian 
itu tidak menimbulkan kerugian, maka tenaga kesehatan yang 
melakukan kesalahan / kelalaian tidak perlu bertanggung jawab hukum 
terhadap pasien, dalam arti tidak perlu membayar ganti rugi kepada 
pasien. 
Kerugian yang dialami seseorang akibat dari perbuatan melawan 
hukum, dapat berupa: 
1) Kerugian materiil, kerugian ini dapat terdiri dari kerugian yang 
nyata- nyata diderita dari kerugian berupa keuntungan yang 
seharusnya diterima. 
2) Kerugian in materiil, kerugian yang bersifat in materiil berupa 
rasa takut, rasa sakit dan kehilangan kesenangan hidup. 
 
b. Bentuk Perlindungan Pasien dan Tanggungjawab Dokter 
Berdasarkan praktek medis dalam kehidupan bermasyarakat, 
bentuk- bentuk perlindungan terhadap pasien dapat berupa : 
1) Adanya perjanjian antara pasien dan dokter mengenai 
pertanggung jawaban profesi medis. Perjanjian sendiri diatur di 
dalam KUHPerdata. 
2) Adanya peraturan perundang- undangan yang mengatur hak 
dan kewajiban pasien, dokter serta rumah sakit. Dalam suatu 
perjanjian, KUHPerdata mengatur adanya akibat hukum yaitu 
timbulnya hak dan kewajiban dari masing- masing pihak. 
3) Adanya peraturan hukum yang mengatur perlindungan pasien 
dengan pemberian ganti rugi kepada pasien yang dirugikan 
baik formil maupun materiil oleh pihak dokter atau rumah 
sakit. Dalam KUHPerdata pasien tergolong sebagai konsumen, 
sehingga pasien/ konsumen berhak mendapatkan ganti rugi 
apabila ada perbuatan melawan hukum. Hal tersebut diatur 
juga di dalam KUHPerdata. 
 
Perlindungan terhadap Pasien yang diatur di dalam KUHPerdata 
maupun Undang- undang yang berkaitan dengan Bidang Medis, yaitu 
berupa tanggung jawab dari pihak Petugas kesehatan atau Tenaga 
Medis. Yang disoroti di sini adalah tanggung jawab dokter sebagai 
salah satu Tenaga Medis terhadap pasien sebagai salah satu bentuk 
upaya penegakan perlindungan terhadap pasien. Bentuk- bentuk 
tanggung jawab seorang dokter sebagai salah satu tenaga medis dalam 
upaya penegakan perlindungan pasien adalah : 
1) Adanya tanggung jawab Etis; 
2) Adanya tanggung jawab profesi 
3) Adanya tanggung jawab yang berkaitan dengan pasien/ 
konsumen jasa medis. 
 
Di dalam KUHPerdata diatur perlindungan terhadap konsumen 
dalam konteks ini adalah pasien. Bentuk perlindungan yang didapatkan 
oleh pasien adalah pertanggungjawaban dari pelaku/ tenaga medis. 
Bentuk pertanggungjawaban tersebut adalah sebagai berikut : 
1) Tanggung  Jawab Dokter karena Wanprestasi. 
2) Tanggung Jawab Dokter karena perbuatan pelanggar/ melawan 
Hukum (onrechtmatige daad). 
 
B. PEMBAHASAN 
1. Substansi Materi Mengenai Perlindungan Pasien sebagai 
Konsumen Jasa di Bidang Pelayanan Medis dalam KUHPerdata 
Maupun Undang- Undang Lainnya. 
Perjanjian pasien dan dokter menimbulkan adanya hubungan serta 
akibat hukum berupa hak dan kewajiban masing- masing pihak. 
Pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut mendorong penegakan 
perlindungan terhadap pasien, mengingat pasien sering dirugikan dalam 
pelayanan medis. Karena perlindungan terhadap pasien penting untuk 
menjadi sorotan, maka KUHPerdata yang mengaturnya  menjadi acuan atau 
pedoman dalam penegakan perlindungan pasien. Selain itu perlindungan 
terhadap pasien dianggap perlu untuk diatur lebih mendalam dan luas di 
dalam undang- undang yang berkaitan dengan pasien sebagai konsumen, 
sehingga tercipta suatu kepastian hukum mengenai perlindungan pasien 
tersebut.  
Hubungan hukum antara dokter dengan pasien telah terjadi sejak 
dahulu, dokter sebagai seorang yang memberikan pengobatan terhadap 
orang yang membutuhkannya. Hubungan ini merupakan hubungan yang 
sangat pribadi karena didasarkan atas kepercayaan dari pasien terhadap 
dokter yang disebut dengan transaksi terapeutik. Transaksi terapeutik adalah 
transaksi antara dokter dan pasien untuk menentukan atau mencari terapi 
yang paling tepat bagi pasien.  
Transaksi antara dokter dan pasien menimbulkan hak dan kewajiban 
yang timbal baik, dan apabila hak dan kewajiban itu tidak dipenuhi oleh 
salah satu pihak yang sudah bersepakat mengadakan transaksi itu, maka 
wajarlah apabila pihak yang merasa dirugikan melakukan tuntutan gugatan. 
Oleh karena konsumen menyangkut semua individu, maka konsumen 
mempunyai hak yang mendapat perlindungan hukum. 
Hubungan dokter pasien dalam transaksi terapeutik itu bertumpu pada 
dua macam hak asasi, yaitu hak untuk menentukan nasib sendiri dan hak 
atas informasi. Transaksi antara dokter dengan pasien, secara umum diatur 
dalam Pasal 1320 KUHPerdata.  
Hubungan tenaga kesehatan dengan pasien dilihat dari aspek hukum 
adalah hubungan antara subyek hukum dengan subyek hukum. Hubungan 
hukum selalu menimbulkan hak dan kewajiban yang timbal- balik. Hak 
tenaga kesehatan (dokter ataupun tenaga kesehatan lain) menjadi kewajiban 
pasien, dan hak pasien menjadi kewajiban tenaga kesehatan. 
Hubungan tenaga kesehatan dan pasien adalah hubungan dalam jasa 
pemberian pelayanan kesehatan. Tenaga kesehatan sebagai pemberi jasa 
pelayanan kesehatan dan pasien sebagai penerima jasa pelayanan kesehatan. 
Hubungan hukum antara tenaga kesehatan dengan pasien adalah apa yang 
dikenal sebagai perikatan (verbintenis). Dasar dari perikatan yang berbentuk 
antara tenaga kesehatan, sebut saja (dokter) dengan pasien biasanya adalah 
perjanjian, tetapi dapat saja terbentuk perikatan berdasarkan undang-
undang. Apapun dasar dari perikatan antara dokter dan pasien, selalu 
menimbulkan hak dan kewajiban yang sama, karena dokter dalam 
melakukan pekerjaannya selalu berlandaskan kepada apa yang di kenal 
sebagai profesi dokter, yaitu pedoman dokter untuk menjalankan profesinya 
dengan baik. 
Dalam hukum Perikatan sebagaimana diatur di dalam KUHPerdata, 
menentukan ada dua bentuk perikatan, yaitu perikatan upaya 
(inspanningverbintenis), dan perikatan hasil (resultaat verbintenis). Pada 
perikatan upaya maka prestasi yang harus diberikan adalah ikhtiar, yaitu 
upaya semaksimal mungkin. Dengan kata lain kedua belah pihak yang 
berjanji berdaya upaya secara maksimal untuk mewujudkan apa yang 
diperjanjikan. Sedangkan pada perikatan hasil, yakni perjanjian bahwa pihak 
yang berjanji akan memberikan suatu resultaat, yaitu suatu hasil yang nyata 
sesuai dengan apa yang diperjanjikan 
Perjanjian antara dokter dengan pasien termasuk pada perjanjian 
inspaningsverbintenis atau perikatan upaya, Hubungan hukum ini tidak 
menjanjikan sesuatu (kesembuhan atau kematian), karena obyek dari 
hubungan hukum itu berupa upaya dokter berdasarkan ilmu pengetahuan 
dan pengalamannya (menangani penyakit) untuk menyembuhkan pasien. 
Hubungan tenaga kesehatan dengan pasien dilihat dari aspek hukum 
adalah hubungan antara subyek hukum dengan subyek hukum. Hubungan 
hukum selalu menimbulkan hak dan kewajiban yang timbal- balik. Hak 
tenaga kesehatan (dokter ataupun tenaga kesehatan lain) menjadi kewajiban 
pasien, dan hak pasien menjadi kewajiban tenaga kesehatan. 
Hubungan tenaga kesehatan dan pasien adalah hubungan dalam jasa 
pemberian pelayanan kesehatan. Tenaga kesehatan sebagai pemberi jasa 
pelayanan kesehatan dan pasien sebagai penerima jasa pelayanan kesehatan. 
Hubungan hukum antara tenaga kesehatan dengan pasien adalah apa yang 
dikenal sebagai perikatan (verbintenis). Dasar dari perikatan yang berbentuk 
antara tenaga kesehatan, sebut saja (dokter) dengan pasien biasanya adalah 
perjanjian, tetapi dapat saja terbentuk perikatan berdasarkan undang-
undang. Apapun dasar dari perikatan antara dokter dan pasien, selalu 
menimbulkan hak dan kewajiban yang sama, karena dokter dalam 
melakukan pekerjaannya selalu berlandaskan kepada apa yang di kenal 
sebagai profesi dokter, yaitu pedoman dokter untuk menjalankan profesinya 
dengan baik. 
Sebelumnya sudah dibahas bahwa perjanjian antara dokter dengan 
pasien melahirkan hak dan kewajiban. Yang membedakan perjanjian 
lainnya dengan perjanjian dokter dengan pasien (terapeutik) adalah adanya 
ciri khusus yaitu terletak pada obyeknya. Obyek dalam perjanjian tersebut 
adalah upaya yang tepat untuk kesembuhan pasien. 
Mengenai syarat sahnya suatu perjanjian antara dokter dengan pasien 
berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata: 
a. Kesepakatan  
Sepakat ini merupakan persetujuan yang dilakukan oleh kedua 
belah pihak, dimana kedua belah pihak mempunyai persesuaian 
kehendak yang dalam transaksi terapeutik pihak pasien setuju untuk 
diobati oleh dokter, dan dokter pun setuju untuk mengobati pasiennya. 
Agar kesepakatan ini sah menurut hukum, maka di dalam kesepakatan 
ini para pihak harus sadar (tidak ada kekhilafan) terhadap kesepakatan 
yang dibuat, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak, dan tidak 
boleh ada penipuan di dalamnya.Untuk itulah diperlukan adanya 
informed consent (persetujuan tindakan medik). 
Dalam perjanjian medis, tidak seperti halnya perjanjian biasa, 
terdapat hal-hal khusus. Di sini pasien merupakan pihak yang meminta 
pertolongan sehingga relatif lemah kedudukannya dibandingkan dokter. 
Oleh karena itu syarat ini menjelma dalam bentuk “informed consent”, 
suatu hak pasien untuk mengizinkan dilakukannya suatu tindakan 
medis. Secara yuridis “informed consent’ merupakan suatu kehendak 
sepihak, yaitu dari pihak pasien. Jadi karena surat persetujuan tersebut 
tidak bersifat suatu persetujuan yang murni, dokter tidak harus turut 
menandatanganinya. Di samping itu pihak pasien dapat membatalkan 
pernyataan setujunya setiap saat sebelum tindakan medis dilakukan. 
Pasien dengan dokter harus mempunyai kesepakatan mengenai cara 
penanganan apa yang tepat diberikan untuk menangani penyakit 
tersebut. Kepada pasien harus diberikan keterangan yang sejelas-
jelasnya mengenai hal –hal yang menyangkut penyakitnya agar timbul 
pengertian bagi pasien sehingga pasien untuk mengambil keputusan. 
Setelah hal itu terpenuhi maka seorang pasien harus memberikan 
sejumlah uang sebagai ongkos dari usaha dokter tersebut. 
b. Kecakapan  
Dari sudut rasa keadilan, bahwa orang yang membuat mempunyai 
cukup kemampuan untuk menginsyafi benar- benar akan tanggung 
jawab yang dipikulnya dengan perbuatannya. Sedangkan dari sudut 
ketertiban hukum berarti, orang tersebut haruslah orang yang sungguh- 
sungguh bebas berbuat dengan harta kekayaannya. Dalam kontrak 
teraupetik, apabila pasien tidak dapat memberikan persetujuannya 
terhadapnya, maka dapat diwakilkan oleh wakil dari keluarganya. 
c. Suatu hal tertentu  
Disebutkan bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal 
tertentu, artinya apa yang diperjanjikan oleh hak-hak dan kewajiban- 
kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Terhadap 
hal atau barang yang diperjanjikan itu haruslah tentang suatu yang 
sudah tentu jenis atau halnya. 
Apabila dikaitkan dengan perjanjian terapetik, maka hal tertentu 
yang dimaksud adalah sesuatu yang perlu ditangani, yaitu berupa upaya 
penyembuhan. Upaya penyembuhan tersebut harus dapat dijelaskan 
karena dalam pelaksanaannya diperlukan kerjasama yang didasarkan 
sikap saling percaya antara dokter dan pasien. Jadi jika dokter tidak 
dapat menentukan dan menjelaskan atau memberikan informasi 
mengenai upaya medik yang akan dilakukannya, maka berarti syarat ini 
tidak terpenuhi. 
Ketentuan mengenai hal tertentu ini, menyangkut objek hukum 
atau bendanya (dalam hal ini jasa) yang perlu ditegaskan ciri-cirinya. 
Dalam suatu perjanjian medis umumnya objeknya adalah usaha 
penyembuhan, di mana dokter/tenaga medis lainnya, harus berusaha 
semaksimal mungkin untuk menyembuhkan penyakit pasien. Oleh 
karena itu secara yuridis, kontrak terapeutik itu umumnya termasuk 
jenis “inspanningsverbintenis”, di mana dokter tidak memberikan 
jaminan akan pasti berhasil menyembuhkan penyakit tersebut. 
 
d. Sebab yang halal  
Suatu sebab yang dimaksud dalam perjanjian adalah isi dari 
perjanjian itu sendiri. Artinya perjanjian tersebut tidak boleh 
bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. 
Syarat suatu hal tertentu dan sebab yang halal merupakan syarat 
obyektif dalam perjanjian sehingga bila syarat ini tiidak dipenuhi, maka 
perjanjian itu dianggap tidak pernah lahir sehingga tidak pernah ada 
akibat hukumnya. 
Dua syarat pertama, dinamakan syarat- syarat subyektif, karena 
mengenai orang-orang atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, 
sedang syarat kedua terakhir dimana syarat obyektif karena mengenai 
perjanjiannya sendiri oleh obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan 
itu. 
Dalam transaksi perjanjian dokter dengan pasian atau sering 
disebut teraupetik kedua belah pihak secara umum terikat oleh syarat 
tersebut diatas, dan bila transaksi itu sudah terjadi maka antara kedua 
belah pihak dibebani hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. 
Adanya perjanjian yang sudah di bahas diatas, akan selalu 
menimbulkan suatu akibat hukum berupa hak dan kewajiban dari masing- 
masing pihak. Pihak yang terkait di sini adalah pasien dengan dokter 
sebagai tenaga medis. Berdasarkan Pasal 1338, suatu perjanjian yang dibuat 
secara bebas oleh pihak- pihaknya akan mengikat pihak- pihak tersebur 
termasuk mengenai hak dan kewajibannya. Dalam perjanjian terapeutik, 
pihak yang terkait dengan perjanjian adalah dokter dengan pasien. Di bidang 
kesehatan ataupun perjanjian dokter dengan pasien berkaitan dengan 
perlindungan konsumen, hak dan kewajiban pun menjadi hal yang sangat 
penting dan mutlak untuk dilaksanakan. Mengingat kelalaian untuk 
memenuhi hak dan kewajiban akan menimbulkan dampak yang tidak kecil.  
Hal- hal yang berkaitan dengan perjanjian yang terjadi antara dokter 
dengan pasien adalah sebagai berikut: 
a. Mengenai hak serta kewajiban Pasien dan Para Tenaga Medis: 
1) Hak dan kewajiban para tenaga medis 
Setiap dokter dituntut bertindak secara profesional dan 
senantiasa mengembangkan ilmunya. Sehingga pekerjaan 
kedokteran tidak pernah lepas dari riset dan pengembangan 
ilmunya sendiri. Kadangkala dokter lebih senang menggunakan 
metode yang sudah- sudah dan tidak mau mencari metode yang 
terbaik bagi pasiennya. Padahal setiap perkembangan pengobatan 
akan sangat berguna bagi perkembangan kesehatan pasien dan 
masyarakat pada umumnya. 
Di samping itu seorang dokter tidak diperbolehkan 
menjalankan kewajibannya atas dasar keuntungan pribadi. Pada 
dasarnya kewajiban ini akan sulit dilakukan pada era di mana 
Kapitalisme berkuasa. Pendidikan kedokteran yang harusnya 
ditempuh dengan biaya murah menjadi sangat mahal. Praktis 
seorang yang baru saja lulus dari pendidikan kedokteran akan 
dibebani kewajiban untuk mengembalikan biaya pendidikan yang 
besar dalam tempo waktu yang sesingkat- singkatnya.  
Hal tersebut berpengaruh terhadap pasien dan masyarakat pada 
umumnya. Kesulitan masyarakat saat ini khususnya pasien adalah 
pembiayaan kesehatan yang mahal. Tidak hanya dokternya tetapi 
untuk menjangkau sarana dan prasarana kesehatan juga harus 
dengan usaha yang tidak sedikit. Sehingga kebanyakan upaya 
untuk perlindungan terhadap pasien yang merupakan bagian dari 
masyarakat kurang terjamin. 
Kepentingan pasien menjadi tolok ukur semua pengobatan. 
Oleh karena itu seorang dokter wajib untuk merawat pasien sesuai 
dengan kebutuhan pasien.  
Selain dokter, petugas medis yang sangat berpengaruh 
terhadap pasien adalah apoteker dan petugas rekam medik. Akhir- 
akhir ini hubungan antara apoteker dan dokter kurang harmonis, ini 
dapat berdampak buruk bagi pasien. Sekarang ini dokter sering 
memberikan obat sendiri langsung kepada pasien. Tindakan ini 
sebelumnya dilarang. Dokter hanya boleh memberikan obat 
langsung berupa injeksi atau jika pasien gawat darurat dan segera 
membutuhkan obat. Pada masa sebelumnya dokter hanya 
melakukan diagnosa dan menentukan terapi pasien, obat diberikan 
dalam bentuk resep yang harus ditebus di apotek.dari aturan 
tersebut, mekanismenya tidak praktis. 
Namun kerugian yang timbul dari memberikan resep secara 
langsung adalah pasien tidak memiliki resep dalam bentuk tertulis 
sehingga jika terjadi kesalahan dalam pemberian obat. Pasien tidak 
dapat menuntut dokternya. Bagi pasien hal ini merupakan kerugian 
karena tidak dapat juga meminta salinan resep yang diberikan 
dokter apabila nantinya terjadi kesalahan pemberian obat. 
Pemberian obat sendiri oleh dokter membuat 
pertanggungjawaban dan pengendalian obat menjadi sulit 
dilakukan. Mengingat jenis obat yang mana yang diberikan oleh 
dokter menjadi sulit untuk dipertanggungjawabkan.  
Di lain pihak apoteker dalam menjalankan kewajibannya, 
haruslah tetap  memperhatikan keselamatan dan kenyamanan bagi 
konsumen atau pasien. Apoteker menginformasikan pada pasien 
mengenai obat yang diberikan, mengingat pasien sama sekali tidak 
mengetahui dampak negatife dari zat- zat kimia di dalam obat. 
Apalagi jika pasien tersebut berpendidikan rendah.  
Di dalam pengertian pasien, obat adalah penyembuh dan 
penghilang penyakit. Semakin banyak minum obat maka semakin 
cepat pula sakitnya hilang. Padahal pengertian dosis di dalam obat 
perlu untuk dijelaskan, karena efek kerusakan hati dapat terjadi 
apabila seseorang melampaui dosis yang ditetapkan. Dengan 
adanya keterangan mengenai suatu obat atau resep, maka 
keselamatan pasien dapat terjamin. Dengan begitu perlindungan 
pasien dalam bidang medis pun dapat terwujud. 
Petugas medis yang juga berperan dalam pelayanan terhadap 
pasien adalah petugas rekam medik. Keberadaan petugas rekam 
medik yang handal sangatlah dibutuhkan, mengingat banyak kasus 
malpraktek atau kelalaian berawal dari kesalahan di dalam 
mengentri data pasien. Ketelitian, kehati- hatian, dan keseriusan 
adalah modal utana para petugas rekam medic sehingga kesalahan 
akibat teledor menyimpan data tidak perlu terjadi. 
Banyak pasien tidak mengalami kemajuan yang memadai pada 
kesehatannya, karena banyak faktor. Salah satunya adalah 
keterbatasan di dalam pendataan. Banyak klinik tempat praktek dan 
rumah sakit yang tidak memiliki petugas rekam medic yang khusus 
sehingga data pasien ditangani oleh mereka yang tidak kompeten di 
bidang tersebut, akhirnya sering terjadi data yang tertukar dan 
sebagainya yang dapat merugikan pasien. Oleh karena itu setiap 
petugas rekam medik yang menjalankan tugasnya, harus benar- 
benar memperhatikan standar profesinya, agar setiap pengobatan 
berlangsung efektif dan efisien. 
 
2) Hak dan kewajiban Pasien sebagai Konsumen 
Sesuai dengan tema penulisan ini, yang lebih menjadi sorotan 
adalah hak yang didapat oleh pasien sebagai wujud dari 
perlindungan terhadap pasien. Hak yang sangat berhubungan erat 
dengan pasien adalah hak untuk menentukan nasibnya sendiri dan 
hak mendapat informasi. Hal yang berkaitan dengan hak 
menentukan nasibnya sendiri adalah tindakan dokter terhadap 
pasien sesuai dengan persetujuan yang diberikan oleh pasien. 
Sedangkan hal yang berkaitan dengan hak mendapat informasi 
adalah informasi dari dokter mengenai keadaan yang berhubungan 
dengan pasien serta langkah- langkah untuk menanganinya.  
Persetujuan tindakan medis (informed consent) mencakup 
tentang informasi dan persetujuan, yaitu persetujuan yang diberikan 
setelah yang bersangkutan mendapat informasi terlebih dahulu atau 
dapat disebut sebagai persetujuan berdasarkan informasi. Informed 
consent adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau 
keluarganya atas dasar penjelasan mengenai tindakan medis yang 
akan dilakukan terhadap pasien tersebut. 
Pada hakekatnya, hubungan antar manusia tidak dapat terjadi 
tanpa melalui komunikasi, termasuk juga hubungan antara dokter 
dan pasien dalam pelayanan medis. Oleh karena hubungan antara 
dokter dan pasien merupakan hubungan interpersonal, maka adanya 
komunikasi atau yang lebih dikenal dengan istilah wawancara 
pengobatan itu sangat penting. Melalui komunikasi, disini disebut 
sebagai wawancara maka maksud serta kehendak kedua belah 
pihak dapat jelas tertuang. Dengan begitu pasien mendapatkan 
pelayanan dan tindakan yang sesuai dengan keadaannya. 
Dokterpun menjalankan kewajibannya terhadap pasien sesuai 
dengan persetujuan yang ada, sehingga menghindarkan dari 
tindakan salah seorang dokter terhadap pasien. Keselamatanatau 
penganganan yang benar dan kenyamanan pasien adalah suatu 
perwujudan perlindungan terhadap pasien. 
 
b. Mengenai penyimpangan dalam perjanjian dokter dengan 
pasien : 
Dalam pemenuhan hak dan kewajiban diantara para pihak yaitu 
antara dokter dengan pasien, sering juga terjadi wanprestasi atau 
perbuatan melawan hukum. Tindakan- tindakan tersebut ada dan terjadi 
karena tidak dipenuhinya suatu prestasi oleh salah satu pihak, sehingga 
menimbulkan kerugian bagi pihak yang lain. Yang sering terjadi adalah 
pihak pasien yang dirugikan oleh petugas medis khususnya dokter. 
Penyimpangan yang dilakukan oleh seorang dokter dari prosedur 
medis, berarti melakukan tindakan ingkar janji atau cidera janji seperti 
yang diatur di dalam pasal 1239 KUHPerdata. Jika seorang pasien atau 
keluarganya mengganggap bahwa dokter tidak melakukan kewajiban- 
kewajiban kontraktualnya, pasien tersebut dapat menggugat dengan 
alasan wanprestasi dan menuntut agar mereka memenuhi syarat- syarat 
tersebut.  
Apabila perbuatan atau tindakan dokter yang bersangkutan 
berakibat merugikan pasien dan merupakan perbuatan yang melawan 
hukum, maka ketentuan Pasal 1365 dan 1366 KUHPerdata dapat 
dijadikan dasar gugatan walaupun tidak ada hubungan kontraktual. 
Gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum, dapat diterima jika 
terdapat fakta- fakta yang mendukung bahwa kerugian pasien 
mempunyai sebab akibat dengan tindakan seorang dokter, gugatan 
dengan dasar  perbuatan melawan hukum dapat diajukan, terlepas dari 
ada atau tidaknya kontrak yang mewujudkan suatu perbuatan melanggar 
hukum. 
 
 
 
 
2. Bentuk Perlindungan Terhadap Pasien Sebagai Konsumen Jasa 
Pelayanan Medis dalam KUHPerdata Maupun Undang- undang 
Lainnya. 
Dari tindakan yang dilakukan tenaga kesehatan tidak tertutup kemungkinan 
terjadi kelalaian. Terhadap kelalaian/ kesalahan dari tenaga kesehatan di dalam 
melaksanakan tugasnya, tentu saja sangat merugikan pihak pasien selaku 
konsumen. Dari kelalaian/ kesalahan tenaga kesehatan dalam pelayanan medis 
kemungkinan berdampak sangat besar dari akibat yang ditimbulkan, apakah dari 
pasien mengalami gangguan- gangguan dari hasil yang dilakukan, atau bisa juga 
menyebabkan cacat/ kelumpuhan atau yang paling fatal meninggal dunia. Dan hal 
tersebut tentu saja sangat merugikan pihak pasien. 
Yang dimaksud dengan kelalaian adalah sikap kurang hati-hati menurut 
ukuran wajar. Karena , tidak melakukan apa yang seorang dengan sikap hati-hati 
yang wajar akan melakukan, atau sebaliknya melakukan apa yang seorang dengan 
sikap hati-hati yang wajar tidak akan melakukan di dalam situasi tersebut. 
Sedangkan kesalahan diartikan sebagai kelalaian berat, tidak waspada, sangat 
tidak hati-hati. Kelalaian dirumuskan sebagai sikap tindak yang jatuh dibawah 
standar untuk ditentukan oleh hukum untuk perlindungan orang lain terhadap 
resiko cidera yang sewajarnya tidak harus terjadi. 
Seorang tenaga kesehatan yang tidak melakukan pekerjaan sesuai dengan 
standar profesi dan tidak sesuai prosedur tindakan medik, dapat dikatakan telah 
melakukan kesalahan ataupun kelalaian. Hal ini tercantum pada pasal 53 (2) UU 
No. 23/ Tahun 1992 tentang kesehatan, yang berbunyi ; “ Tenaga kesehatan dalam 
melakukan tugasnya berkewajiban untuk mematuhi standar profesi dan 
menghormati hak pasien”. Dalam hal tindakan medis terjadi penyimpangan atau 
kelalaian dari pihak tenaga kesehatan, maka pasien dapat menuntut apabila 
mengalami kerugian karena penyimpangan tersebut. 
Terhadap perlindungan terhadap pasien, jika terjadi pelanggaran dalam 
pelayanan medis, dalam hal ini, ada ketentuan yang mengatur. Yaitu sesuai 
dengan ketentuan UU Kesehatan (UU No. 23 / Tahun 1992). Perlindungan 
terhadap pasien sebagai konsumen juga diatur dalam Peraturan Pemerintan RI No. 
32 / Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan, yaitu Pasal 23 yang berbunyi ; 
1. Pasien berhak atas ganti rugi apabila dalam pelayanan kesehatan yang 
diberikan oleh tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 
mengakibatkan terganggunya kesehatan, cacat, atau kematian yang 
terjadi karena kesehatan atau kelalaian, 
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang- Undang No. 8/ 
Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, menentukan ada 
beberapa UU yang materinya melindungi kepentingan konsumen, yang 
salah satunya adalah UU No, 23 / 1992 Tentang Kesehatan.  
 
 
UU No. 8/ Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, didasari 
pemikiran bahwa kedudukan konsumen yang lebih lemah dari pelaku usaha, di 
samping itu konsumen tidak mengetahui hak –haknya. Dalam UU tersebut tidak 
diatur dengan jelas mengenai pasien, tetapi pasien dalam hal ini juga merupakan 
konsumen. Pasal 4 UU No. 8/ Tahun 1999 Butir (h) mengenai hak konsumen 
menentukan “ Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan / atau 
penggantian, apabila barang dan / atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan 
perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya”. 
Dilihat dari sudut tenaga kesehatan, tenaga kesehatan tidak dapat 
diidentikkan dengan pelaku usaha di dalam bidang ekonomi, sebab pekerjaan 
dalam bidang kesehatan banyak mengandung unsur sosial. Perlindungan 
konsumen terhadap pelanggaran seseorang terhadap orang lainnya diatur juga 
dalam KUH Perdata, yaitu Pasal 1365 dan 1366. Bahwa terhadap akibat yang 
ditimbulkannya, seseorang tersebut wajib untuk mengganti kerugian.  
Bentuk- bentuk tanggung jawab seorang dokter sebagai salah satu tenaga 
medis dalam upaya penegakan perlindungan pasien adalah : 
1. Adanya tanggung jawab Etis 
Peraturan yang mengatur tanggung jawab etis dari seorang dokter 
adalah Kode Etik Kedokteran Indonesia dan Lafal Sumpah Dokter. Kode 
etik adalah pedoman perilaku. Kode Etik Kedokteran Indonesia dikeluarkan 
dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan no. 434 / Men.Kes/SK/X/1983. 
Kode Etik Kedokteran Indonesia disusun dengan mempertimbangkan 
International Code of Medical Ethics dengan landasan idiil Pancasila dan 
landasan strukturil Undang-undang Dasar 1945. Kode Etik Kedokteran 
Indonesia ini mengatur hubungan antar manusia yang mencakup kewajiban 
umum seorang dokter, hubungan dokter dengan pasiennya, kewajiban 
dokter terhadap sejawatnya dan kewajiban dokter terhadap diri sendiri. 
Pelanggaran terhadap butir-butir Kode Etik Kedokteran Indonesia ada 
yang merupakan pelanggaran etik semata-mata dan ada pula yang 
merupakan pelanggaran etik dan sekaligus pelanggaran hukum. Pelanggaran 
etik tidak selalu berarti pelanggaran hukum, sebaliknya pelanggaran hukum 
tidak selalu merupakan pelanggaran etik kedokteran. Berikut diajukan 
beberapa contoh : 
a. Pelanggaran etik murni, contohnya seperti : 
1) Menarik imbalan yang tidak wajar atau menarik imbalan jasa 
dari keluarga sejawat dokter dan dokter gigi. 
2) Mengambil alih pasien tanpa persetujuan sejawatnya. 
3) Memuji diri sendiri di depan pasien. 
4) Tidak pernah mengikuti pendidikan kedokteran  yang 
berkesinambungan. 
5) Dokter mengabaikan kesehatannya sendiri. 
 
b. Pelanggaran etikolegal, contohnya seperti : 
1) Pelayanan dokter di bawah standar. 
2)   Menerbitkan surat keterangan palsu. 
3)   Membuka rahasia jabatan atau pekerjaan dokter. 
 
2. Adanya tanggung jawab profesi 
Tanggung jawab profesi dokter berkaitan erat dengan  profesionalisme 
seorang dokter. Hal ini terkait dengan:  
a. Pendidikan, pengalaman dan kualifikasi lain 
Dalam menjalankan tugas profesinya seorang dokter harus 
mempunyai derajat pendidikan yang sesuai dengan bidang keahlian 
yang ditekuninya. Dengan dasar ilmu yang diperoleh semasa 
pendidikan di fakultas kedokteran maupun spesialisasi dan 
pengalamannya untuk menolong penderita. 
b. Derajat risiko perawatan 
Derajat risiko perawatan diusahakan untuk sekecil-kecilnya, 
sehingga efek samping dari pengobatan diusahakan minimal mungkin. 
Di samping itu mengenai derajat risiko perawatan harus diberitahukan 
terhadap penderita maupun keluarganya, sehingga pasien dapat memilih 
alternatif dari perawatan yang diberitahukan oleh dokter. 
c. Peralatan perawatan 
Perlunya dipergunakan pemeriksaan dengan menggunakan 
peralatan perawatan, apabila dari hasil pemeriksaan luar kurang 
didapatkan hasil yang akurat sehingga diperlukan pemeriksaan 
menggunakan bantuan alat. Namun dari jawaban responden bahwa 
tidak semua pasien bersedia untuk diperiksa dengan menggunakan alat 
bantu (alat kedokteran canggih), hal ini terkait erat dengan biaya yang 
harus dikeluarkan bagi pasien golongan ekonomi lemah 
3. Adanya tanggung jawab yang berkaitan dengan pasien/ konsumen 
jasa medis. 
Tanggung jawab ini merupakan bentuk pertanggungjawaban yang 
merupakan upaya untuk penegakan perlindungan konsumen. Dengan kata 
lain pertanggungjawaban ini merupakan bentuk perlindungan yang diterima 
oleh pasien sebagai konsumen.  
 
Di dalam KUHPerdata diatur perlindungan terhadap konsumen dalam 
konteks ini adalah pasien. Bentuk perlindungan yang didapatkan oleh pasien 
adalah pertanggungjawaban dari pelaku/ tenaga medis. Bentuk 
pertanggungjawaban tersebut adalah sebagai berikut : 
1. Tanggung  Jawab Dokter karena Wanprestasi 
Pengertian wanprestasi ialah suatu keadaan dimana seseorang tidak 
memenuhi kewajibannya yang didasarkan pada suatu perjanjian atau 
kontrak. Pada dasarnya pertanggungjawaban perdata itu bertujuan untuk 
memperoleh ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh pasien akibat adanya 
wanprestasi atau perbuatan melawan hukum dari tindakan dokter.  
Menurut ilmu hukum perdata, seseorang dapat dianggap melakukan 
wanprestasi apabila: Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan, 
melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat dan melaksanakan apa yang 
dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan serta melakukan sesuatu 
yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. 
Sehubungan dengan masalah ini, maka wanprestasi yang dimaksudkan 
dalam tanggung jawab perdata seorang dokter adalah tidak memenuhi 
syarat-syarat yang tertera dalam suatu perjanjian yang telah dia adakan 
dengan pasiennya.  
Gugatan untuk membayar ganti rugi atas dasar persetujuan atau 
perjanjian yang terjadi hanya dapat dilakukan bila memang ada perjanjian 
dokter dengan pasien. Perjanjian tersebut dapat digolongkan sebagai 
persetujuan untuk melakukan atau berbuat sesuatu. Perjanjian itu terjadi bila 
pasien memanggil dokter atau pergi ke dokter, dan dokter memenuhi 
permintaan pasien untuk mengobatinya. Dalam hal ini pasien akan 
membayar sejumlah honorarium. Sedangkan dokter sebenarnya harus 
melakukan prestasi menyembuhkan pasien dari penyakitnya. Tetapi 
penyembuhan itu tidak pasti selalu dapat dilakukan sehingga seorang dokter 
hanya mengikatkan dirinya untuk memberikan bantuan sedapat-dapatnya 
sesuai dengan ilmu dan ketrampilan yang dikuasainya. Artinya, dia berjanji 
akan berdaya upaya sekuat-kuatnya untuk menyembuhkan pasien. 
Dalam gugatan atas dasar wanprestasi ini, harus dibuktikan bahwa 
dokter itu benar-benar telah mengadakan perjanjian, kemudian dia telah 
melakukan wanprestasi terhadap perjanjian tersebut (yang tentu saja dalam 
hal ini senantiasa harus didasarkan pada kesalahan profesi). Jadi di sini 
pasien harus mempunyai bukti-bukti kerugian akibat tidak dipenuhinya 
kewajiban dokter sesuai dengan standar profesi medis yang berlaku dalam 
suatu kontrak terapeutik.  
Tetapi dalam prakteknya tidak mudah untuk melaksanakannya, karena 
pasien juga tidak mempunyai cukup informasi dari dokter mengenai 
tindakan-tindakan apa saja yang merupakan kewajiban dokter dalam suatu 
kontrak terapeutik. Hal ini yang sangat sulit dalam pembuktiannya karena 
mengingat perikatan antara dokter dan pasien adalah bersifat  
inspaningsverbintenis. 
2. Tanggung Jawab Dokter karena perbuatan melanggar/ melawan 
Hukum (onrechtmatige daad) 
Tanggung jawab karena kesalahan merupakan  bentuk klasik 
pertanggungjawaban perdata. Berdasar tiga prinsip yang diatur dalam Pasal 
1365, 1366, 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu sebagai 
berikut : 
a. Berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata 
Pasien dapat menggugat seorang dokter oleh karena dokter tersebut 
telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum, seperti yang diatur 
di dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang 
menyebutkan bahwa: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang 
membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena 
salahnya menerbitkan kesalahan itu, mengganti kerugian tersebut”. 
Undang-undang sama sekali tidak memberikan batasan tentang 
perbuatan melawan hukum, yang harus ditafsirkan oleh peradilan. 
Semula dimaksudkan segala sesuatu yang bertentangan dengan undang-
undang, jadi suatu perbuatan melawan undang-undang. Tetapi 
yurisprudensi memberikan batasan ppengertian yaitu setiap tindakan 
atau kelalaian baik yang:  
1) Melanggar hak orang lain; 
2) Bertentangan dengan kewajiban hukum diri sendiri; 
3) Menyalahi pandangan etis yang umumnya dianut (adat istiadat 
yang baik); 
4) Tidak sesuai dengan kepatuhan dan kecermatan sebagai 
persyaratan tentang diri dan benda orang seorang dalam 
pergaulan hidup. 
Seorang dokter dapat dinyatakan melakukan kesalahan. Untuk 
menentukan seorang pelaku perbuatan melanggar hukum harus 
membayar ganti rugi, haruslah terdapat hubungan erat antara kesalahan 
dan kerugian yang ditimbulkan. 
b. Berdasarkan Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
Seorang dokter selain dapat dituntut atas dasar wanprestasi dan 
melanggar hukum seperti tersebut di atas, dapat pula dituntut atas dasar 
lalai, sehingga menimbulkan kerugian. Gugatan atas dasar kelalaian ini 
diatur dalam Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang 
bunyinya sebagai berikut : “Setiap orang bertanggung jawab tidak saja 
untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk 
kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya”. 
c. Berdasarkan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
Seseorang harus memberikan pertanggungjawaban tidak hanya atas 
kerugian yang ditimbulkan dari tindakannya sendiri, tetapi juga atas 
kerugian yang ditimbulkan dari tindakan orang lain yang berada di 
bawah pengawasannya. Dengan demikian maka pada pokoknya 
ketentuan Pasal 1367 BW mengatur mengenai pembayaran ganti rugi 
oleh pihak yang menyuruh atau yang memerintahkan sesuatu pekerjaan 
yang mengakibatkan kerugian pada pihak lain tersebut. 
Seorang dokter harus bertanggung jawab apabila perbuatannya 
merugikan pasien, baik kerugian materiil maupun inmateriil.bentuk 
pertanggungjawaban seorang dokter salah satunya adalah dengan 
memberikan ganti rugi terhadap pasien. Pemberian ganti rugi tersebut 
merupakan bentuk perlindungan terhadap pasien, dan besarnya 
ditetapkan berdasarkan kerugian yang ditimbulkan dari suatu perbuatan 
tertentu atau yang disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu antara 
dokter dengan pasien.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB IV 
PENUTUP 
A. KESIMPULAN 
1. Bahwa perlindungan hukum terhadap pasien diatur di dalam 
KUHPerdata Pasal 1320 dalam hal syarat pembuatan perjanjian, 1338 
mengenai asas kebebasan berkontrak yaitu perjanjian yang dibuat dan 
sah akan mengikat para pihak yang terkait., sehingga perjanjian tersebut 
mengikat hak dan kewajiban pihak- pihak yang terkait, yaitu dokter 
dengan pasien, 1365 mengenai alasan penuntutan ganti rugi pasien, 1366 
mengenai pertanggungjawaban karena kelalaian dalam hal ini kelalaian 
tenaga medis , 1367 mengenai pertanggungjawaban karena orang yang 
menjadi tanggungan, dan undang-undang sebagai pelengkap seperti, UU 
No. 23/ tahun 1992 Tentang Kesehatan, UU No. 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen dan UU No. 29 tahun 2004 tentang Praktek 
Kedokteran.. 
2. Bentuk bentuk penyimpangan perjanjian antara dokter dengan pasien 
yang dapat merugikan pasien adalah wanprestasi atau perbuatan 
melawan hukum yang dilakukan oleh dokter. Kerugian yang diderita 
pasien dapat berupa kerugian materiil maupun inmateriil. Bentuk 
perlindungan pasien dapat berupa suatu pertanggungjawaban dari dokter 
(pihak yang merugikan pasien). Tanggung jawab hukum dokter terhadap 
pasien dalam upaya pelayanan medis sebagai berikut : 
a. Tanggung jawab etik yaitu yang menyangkut moral profesi yang 
terangkum dalam Lafal Sumpah Dokter dan dijabarkan dalam Kode 
Etik Kedokteran Indonesia. 
b. Tanggung Jawab Profesi yaitu tanggung jawab yang berkaitan 
dengan profesi dokter yang menyangkut kemampuan dan keahlian 
dokter dalam menjalankan tugas profesinya. 
c. Tanggung jawab hukum yang berkaitan dengan pasien/ konsumen 
jasa medis, diantaranya : 
1) Tanggung jawab hukum perdata dokter kepada pasien karena 
wanprestasi terkait dengan syarat sahnya suatu perjanjian yang 
diatur  dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata  
2) Tanggung jawab hukum perdata dokter karena perbuatan 
melawan hukum (onrechtmatige daad) yang diatur dalam Pasal 
1365, 1366, 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu 
bahwa dokter harus bertanggung jawab atas kesalahannya yang 
merugikan pasien dan untuk mengganti kerugian, selain itu 
dokter harus bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan 
oleh kelalaian dan kurang hati-hati dalam menjalankan tugas 
profesionalnya serta dokter harus bertanggung jawab terhadap 
kesalahan yang dilakukan oleh bawahannya yang atas 
perintahnya melakukan perbuatan tersebut. 
 
B. SARAN 
1. Dokter diharapkan dapat memberikan pelayanan yang sesuai dengan 
harapan pasien yaitu perawatan yang informatif, manusiawi dan 
bermutu sesuai dengan standar profesi.  
2. Pasien agar lebih memahami hak dan kewajibannya sebagai konsumen 
jasa medis. 
3. Hendaknya perlindungan hukum terhadap pasien maupun perlindungan 
dan tanggung jawab tenaga kesehatan haruslah diatur dalam undang – 
undang tersendiri.  
4. Bercermin dari kasus yang banyak terjadi dalam masyarakat, sebaiknya 
tenaga maupun petugas kesehatan lebih berhati- hati dalam bertindak 
terutama menyangkut pelayanan terhadap pasien sebagai konsumen jasa 
medis. 
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